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Dewasa ini banyak masyarakat yang menggunakan jasa perusahaan 
finansial sebagai alternatif jasa peminjaman, namun mayoritasnya bersifat 
konvensional. Untuk terhindar dari masalah bunga. Hadirlah perusahaan finansial 
yang berbasis Islami guna terhindarnya dari masalah riba yaitu pegadaian syariah, 
yang sistem kelolanya disebut bagi hasil. Pada penelitian ini, peneliti berfokus 
pada Pegadaian Syariah yang bertempat di Darussalam Banda Aceh. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana manajemen pemasaran yang 
diterapkan oleh Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh serta bagaimana 
tinjauan hukum Islam terhadap manajemen pemasarannya. Dalam penulisan 
skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskripsi analisis 
di mana penulis mencoba untuk mendeskripsikan mengenai manajemen 
pemasaran yang diterapkan oleh pegadaian syariah unit Darussalam Banda Aceh 
serta tinjaun hukummnya kemudian menganalisis hasil temuan dengan teknik 
pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian 
menunjukkan, bahwa produk yang dipasarkan oleh Pegadaian Syariah Unit 
Darussalam Banda Aceh itu ada MULIA, AR-RAHN, ARRUM BPKB serta 
ARRUM Haji. Namun hasil di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas nasabah 
hanya menggunakan produk AR-RAHN karena prosesnya mudah dan tidak butuh 
waktu lama. Dilihat dari segi prosedurnya sesuai dengan ajaran Islam, akan tetapi 
praktiknya mengandung unsur riba karena nasabah diberatkan oleh biaya Ujrah. 
Secara menyeluruh, tinjauan hukumnya sudah berbasis hukum Islam, sebaliknya 
ada beberapa nasabah yang merasa praktiknya tidak sesuai dengan hukum Islam. 
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TRANSLITERASI  
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987 
 
1. Konsonan 
No Arab Latin Ket No Arab Latin Ket 
1 ا Tidak 
dilambangkan 
 16 ط ṭ  t dengan 
titik di 
bawahnya 
2 ب B  17 ظ ẓ  z dengan 
titik di 
bawahnya 
3 ت T  18 ع ‘  
4 ث ṡ  s dengan titik 
di atasnya 
19 غ g  
5 ج J  20 ف f  
6 ح ḥ  h dengan titik 
dibawahnya 
21 ق q  
7 خ Kh  22 ك k  
8 د D  23 ل l  
9 ذ Z z dengan titik 
di atasnya 
24 م m  
10 ر R  25 ن n  
11 ز Z  26 و w  
12 س S  27 ه h  
13 ش Sy  28 ء ’  
14 ص ṣ  s dengan titik 
di bawahnya 
29 ي y  
15 ض ḍ  d dengan titik 
di bawahnya 
    
 
2. Vokal  
Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
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a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin 
ٙ Fathah A 
 ِ Kasrah I 
 ٔ Dammah U 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan  
Huruf 
ٙ ي  Fathah dan ya Ai 
ٙ Fathah dan Wau Au 
 
Contoh: 
: kaifa   : haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harkat dan 
Huruf 
Nama  Huruf dan 
tanda 
ٙ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā 
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ِ ي  Kasrah dan ya Ī 
ُ ي  Dammah dan 
waw 
Ū 
 
Contoh: 
 : qāla 
: ramā  
: qīla 
: yaqūlu 
4. Ta Marbutah ( ) 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 
a. Ta marbutah (ة) hidup 
Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan  
dammah,  transliterasinya adalah t. 
b. Ta marbutah (ة) mati 
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, 
transliterasinya adalah h. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 
terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasi dengan h. 
Contoh: 
 ْلَافْطَأْلا  ُةَضور: raudah al- atfāl/ raudatul atfāl 
ةَرَوَّنُملْا ُةَنْيِدَملْا: al-Madīnah al- Munawwarah/ 
    al Madīnatul Munawwarah  
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ْةَحْلَط : Talhah 
Catatan: 
Modifikasi: 
1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya 
ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman. 
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti 
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. 
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia 
tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.  
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BAB SATU 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Dewasa ini banyak masyarakat yang menggunakan jasa perusahaan 
finansial, sebagai sebuah alternatif jasa permodalan, pembiayaan investasi 
maupun tabungan. Sehingga masyarakat dapat memilih salah satu dari sekian 
banyak alternatif yang dipandang sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan 
pribadi masyarakat yang bersangkutan. Pembahasan ini salah satu pengaruh 
pembiayaan dalam hukum ekonomi syariah dan sangat berkenaan dengan 
transaksi muamalah yaitu adanya dua orang (orang transaksi) dan adanya barang. 
Pada prinsipnya muamalah adalah suatu tindakan yang boleh dilakukan oleh siapa 
saja sebagaimana yang telah disebutkan dalam kaedah muamalah: 
Artinya : “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh 
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.  
 
Salah satu alternatif yang ditawarkan bagi masyarakat yang menginginkan 
tambahan modal ataupun hanya sekedar keluar dari permasalahan keuangan untuk 
membangun dan mengembangkan usahanya adalah dengan memanfaatkan jasa 
pegadaian. Namun bila kita melihat dalam kenyataannya pegadaian yang ada saat 
ini, khususnya di Indonesia dalam praktiknya menunjukkan adanya beberapa hal 
yang dipandang memberatkan salah satu pihak dan mengarah pada suatu 
persoalan riba. Hal ini dapat dilihat dari praktik pelaksanaan gadai itu sendiri 
yang secara ketat menentukan adanya bunga gadai, yaitu adanya tambahan 
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sejumlah uang dalam prosentase tertentu dari pokok utang pada waktu membayar 
utang.
1
 
Hal ini lebih sering disebut juga dengan „bunga gadai‟, yang 
pembayarannya dilakukan setiap 15 (lima belas) hari sekali. Sebab apabila 
pembayarannya terlambat sehari saja, maka nasabah harus membayar 2 (dua) kali 
lipat dari kewajibannya, karena perhitungannya sehari sama dengan 15 hari. Hal 
ini jelas merugikan pihak nasabah, karena ia harus menambahkan sejumlah uang 
tertentu untuk melunasi hutangnya. Padahal biasanya orang yang menggadaikan 
barang itu untuk kebutuhan konsumtif.Namun, apabila tidak maka dilihat dari segi 
komersiil, pihak Pegadaian dirugikan, misalnya karena inflasi, atau pelunasan 
yang tidak tepat waktu, sementara barang jaminan tidak laku dijual. 
Pegadaian yang sistem operasionalnya sesuai dengan syari‟at Agama 
Islam adalah pegadaian syari‟ah yang merupakan aktifitas ekonomi yang sangat 
erat kaitannya dengan proses pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama 
masyarakat yang kondisi perekonomiannya tidak menentu, sehingga konsep gadai 
syari‟ah kiranya merupakan solusi terhadap kebutuhan masyarakat, di samping 
dapat keluar dari permasalahan keuangan, di sisi lain juga terhindar dari unsur 
riba. 
Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan 
pemikiran, penetapan harga, promosi, serta penyaluran gagasan, orang, dan jasa 
                                                          
1
 Hasil Wawancara dengan Bapak Rusdi S.H Selaku  Manager Pegadaian Syariah Banda 
Aceh Mengenai Manajemen Pemasaran dalam Memasarkan Produknya Pada Tanggal 10 Januari 
2017 
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untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan individu dan 
organisasi. 
Manajemen menunjukkan cara-cara yang lebih efektif dan efisien dalam 
pelaksanaan suatu pekerjaan. Manajemen telah memungkinkan kita untuk 
mengurangi hambatan-hambatan dalam rangka pencapaian suatu tujuan. 
Manajemen juga memberikan prediksi dan imajinasi agar kita dapat 
mengantisipasi perubahan lingkungan yang serba cepat.
2
 Manajemen merupakan 
suatu seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang lain.
3
 Sehingga 
dengan manajemen diatur cara bagaimana seseorang bekerja dan berinteraksi serta 
mengatur agar tercapai tujuan yang diinginkan bersama. Sedangkan proses adalah 
cara yang sistematis dalam melakukan sesuatu pekerjaan. 
Manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan 
baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang disunnahkan dan menjadi norma 
hukum dalam ajaran agama Islam. Dalam Islam juga diatur bagaimana proses 
melakukan suatu pekerjaan dengan rasa tanggung jawab, disiplin dan tidak 
menzalimi rekan kerja, sehingga keduanya mendapatkan keuntungan.  
Definisi ini mengakui bahwa manajemen pemasaran adalah proses yang 
melibatkan analisa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang mencakup 
barang, jasa, dan gagasan, yang tergantung pada pertukaran dan dengan tujuan 
menghasilkan kepuasaan bagi pihak-pihak yang terlibat. Penanganan proses 
pertukaran memerlukan banyak waktu dan keahlian. Manajemen pemasaran 
                                                          
2
 M. Karebet Widjajakusuma, M. Ismail Yusanto, Pengantar Manajemen Syariat, Cet. I, 
Jakarta: PT. Khairul Bayan, 2002, hlm. 13. 
 
3
 James A.F. Stoner, Manajemen, (alih bahasa Alfonsus Sirait), Edisi ke- II, Cet. V, 
Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2004, hlm. 7. 
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terjadi apabila sekurang-kurangnya satu pihak dari pertukaran potensial 
memikirkan cara untuk mendapatkan tanggapan di pihak lain sesuai dengan yang 
dikehendakinya.
4
 
Oleh karenanya pembahasan pertama dalam manajemen syariah adalah 
perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Jika setiap 
perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid, 
maka diharapkan perilakunya akan terkendali, tidak terjadi perilaku KKN 
(korupsi, kolusi, dan nepotisme) karena disadari adanya pengawasan dari yang 
Maha Tinggi, yaitu Allah SWT, yang akan mencatat setiap amal perbuatan yang 
baik maupun yang buruk. 
Pada setiap kegiatan dalam manajemen syariah, diupayakan menjadi amal 
shaleh yang bernilai abadi. Istilah amal shaleh tidak semata-mata diartikan  
sebagai “perbuatan baik” dari logika semata tanpa imbas, tetapi merupakan amal 
perbuatan baik yang dilandasi iman, dengan beberapa persyaratan: 
1. Niat yang ikhlas karena Allah SWT, 
2. Tata cara pelaksanaannya sesuai dengan syariat, dan 
3. Dilakukan dengan penuh kesungguhan. 
Hal yang kedua yang dibahas dalam manajemen syariah adalah struktur 
organisasi, karena struktur organisasi sangatlah perlu untuk mendukung 
kelancaran kinerja suatu perusahaan, hal ini tidak terlepas dengan peran sumber 
daya manusia yang bekerja secara profesional dan konsisten demi tercapainya 
tujuan yang hendak dicapai.  
                                                          
4
Plilip Kotler, Manajemen Pemasaran; Ananlisis, Perencanaan, Implememtasi dan 
Kontrol, Jilid. I, edisi Bahasa Indonesia, Jakarta: PT. Prenhallindo, 2006, hlm. 13. 
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Hal ketiga yang dibahas dalam manajemen syariah adalah sistem. Sistem 
yang disusun harus menjadikan perilaku pelakunya, agar berjalan dengan baik dan 
sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam aturan perusahaan. Sehingga 
apapun tujuannya, tidak terlepas dari konsekwensi dan manfaat yang ditimbulkan. 
Harga dapat diartikan sebagai nilai tukar suatu barang atau jasa dengan satuan 
uang yang disepakati bersama antara penjual dan pembeli. Ada banyak metode 
untuk menentukan harga, pertama adalah menetapkan harga yang relatif tinggi. 
Kedua adalah menetapkan harga serendah mungkin. Apabila cara pertama 
diterapkan, maka perusahaan akan memetik keuntungan. Diantaranya dapat 
dipakai untuk berjaga-jaga terhadap kekeliruan penetapan harga. Cara kedua 
dipakai bila perusahaan mengutamakan volume penjualan yang setinggi-tingginya 
dengan laba persatuan barang relatif rendah.
5
  
Pegadaian Syariah  adalah sebuah perusahaan yang dikelola oleh negara 
atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang fungsi utamanya adalah 
manajemen pembiayaan, hal ini diharapkan lebih berhasil dalam mengelola biaya, 
distribusi dan pengawasan terhadap pembiayaan konsumtif. Sebagai cabang baru 
dari Perusahaan Umum Pegadaian, tentunya pegadaian Syari‟ah membidik 
masyarakat umum yang merupakan nasabah dari pegadaian konvensional yang 
dahulunya merupakan satu-satunya model pegadaian, hal ini tentunya 
memerlukan strategi dan manajemen pemasaran yang cukup optimal untuk 
menunjukkan pada masyarakat sebagai pegadaian yang beda dan untuk merebut 
nasabah pegadaian yang dahulu tentunya merupakan satu-satunya pegadaian 
konvensional yang sudah dikenal dan diketahui oleh masyarakat luas. 
                                                          
5
J. Sudarsono, Pengantar Ekonomi Perusahaan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009, 
hlm. 224-225. 
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Tugas dan fungsi-fungsi yang telah disebutkan di atas, adalah dasar dari 
kinerja yang selama ini dilakukan oleh sebuah lembaga pembiayaan seperti 
pegadaian. Untuk menunjang keberhasilan yang ingin dicapai, pegadaian harus 
memfungsikan semua sektor baik sumber daya manusia yang telah dimiliki, 
maupun sumber-sumber materi lain yang dapat dimanfaatkan dengan semaksimal 
mungkin agar tercapai target, yaitu menjadi stabilisator keuntungan pembiayaan 
di Indonesia. Tentunya hal tersebut diperlukan suatu sistem manajemen 
pemasaran yang handal agar dapat mendukung stabilitas pembiayaan konsumtif 
tersebut. 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa 
perlu untuk meneliti lebih lanjut dengan menetapkan judul “Tinjauan Hukum 
Islam Terhadap Manajemen Pemasaran Pegadaian Syariah Unit Darussalam 
Banda Aceh”. 
 
1.2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan masalah di atas, maka penulis bermaksud membahas masalah 
ini dengan berpedoman pada beberapa rumusan masalah di bawah ini: 
1. Bagaimana manajemen pemasaran yang diterapkan oleh Pegadaian 
Syariah Unit Darussalam Banda Aceh dalam memasarkan produknya ? 
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap manajeman pemasaran yang 
diterapkan pada Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh? 
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1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Untuk mengetahui manajemen pemasaran yang diterapkan oleh 
Pegadaian Syariah Banda Aceh dalam pemasaran produknya. 
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap manajemen pemasaran 
yang diterapkan pada Pegadaian Syariah Darussalam Banda Aceh ? 
Tulisan ini diterapkan untuk menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa 
Fakultas Syariah dan Hukum prodi hukum ekonomi syariah, serta 
bermanfaat kepada masyarakat umum. 
 
1.4 Penjelasan Istilah  
Untuk memfokuskan penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah 
dalam judul proposal ini sebagaimana dihasilkan pemahaman yang tepat dan 
selaras dengan manusia permasalahan yang telah diformat.  
Adapun istilah judul yang perlu dijelaskan sebagai berikut: 
1.4.1 Hukum Islam 
Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan 
Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini 
mengikat untuk semua yang beragama Islam.
6
 
Syariah adalah segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku 
manusia diluar mengenai akhlak. Dengan demikian syariah itu adalah nama bagi 
hukum-hukum yang bersifat amaliah. 
                                                          
6
 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh jilid 1, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, hlm. 4-5. 
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Kata fiqh secara etimologi berarti “paham yang mendalam” bila “paham” 
dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, maka fiqh berarti paham 
yang menyampaikan ilmu zahir kepada ilmu bathin. Karena itulah At-Tirmizi 
menyebutkan “fiqh tentang sesuatu”  berarti mengetahui bathinnya sampai kepada 
kedalamannya. 
Secara definitif, fiqh berarti ilmu tentang hukum-hukum syar‟i yang 
bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili.
7
  
 Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya Filsafat Hukum Islam, 
menjelaskan tentang pengertian Hukum Islam adalah hukum-hukum yang bersifat 
umum yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut situasi 
dan kondisi dari masa ke masa.
8
 
1.4.2 Manajemen Pemasaran 
 Manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan 
pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan 
mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan target pembeli demi 
mencapai sasaran organisasi.
9
 
Sedangkan menurut Sofjan Assauri, menjelaskan bahwa manajemen 
pemasaran merupakan kegiatan penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan 
pengendalian program-program yang dibuat untuk membentuk, membangun, dan 
memelihara, keuntungan dari pertukaran melalui sasaran pasar guna mencapai 
                                                          
7
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid. I, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2005, hlm. 4-5. 
 
8
 Hasbi Ash-Shiddieqy, Filasafat Hukum Islam, cet. III, Jakarta: Bulan Bintang, 2000, 
hlm. 44.  
 
9
 Philip Kotler, Manajemen, edisi Bahasa Indonesia, Jilid II, Jakarta: Prenhallindo, 2003, 
hlm. 13. 
9 
 
tujuan organisasi (perusahaan)  dalam jangka panjang.
10
 Sedangkan manajemen 
pemasaran dalam pembahasan skripsi ini adalah pengendalian program 
perencanaan yang dirancang secara sistematis agar penjualan dari hasil produk 
dapat dilakukan secara terarah, efektif dan efisien, sehingga perusahaan mampu 
menyelenggarakan bidang kegiatannya yaitu memenuhi kebutuhan konsumen. 
 
1.5 Kajian Pustaka 
Kajian pustaka ini pada intinya untuk mendapatkan gambaran topik yang 
akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak 
ada pengulangan. Masalah manajemen sesungguhnya telah banyak dibahas dan 
diteliti. Sedangkan “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Manajemen Pemasaran 
Pegadaian Syariah Darussalam Banda Aceh” belum pernah dibahas. Namun ada 
beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis teliti. 
Pertama yang penulis temukan adalah “Sistem Manajemen Sumber Daya 
Manusia pada PDAM Tirta Peusada Kabupaten Aceh Timur Menurut Hukum 
Islam” oleh Muammar Saidul Ghafar dalam penelitian ini secara umum 
membahas tentang mekanisme dan efektivitas manajemen SDM. Pada kajian 
terdahulu ini yang sama dengan penelitian ini hanya garis besar dari segi 
manajemen saja. 
Kedua yang penulis temukan adalah “Analisis Manajemen Pembiayaan 
Dana Talangan Haji pada PT. BNI Syariah pada Cabang Banda Aceh” yang 
ditulis oleh Khairiah dalam kajiannya hanya membahas secara umum bagaimana 
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 Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 12. 
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prinsip penyaluran dana pembiayaan, dana talangan haji yang dijalankan PT. BNI 
Syariah cabang Banda Aceh. 
 
1.6 Metode Penelitian 
Pengumpulan data, dalam hal ini penulis menggunakan 3 (tiga) cara untuk 
mendapatkan dan mengumpulkan data, sebagai berikut : 
1.6.1 Library Research (Penelitian Perpustakaan) yaitu dengan membaca buku-
buku ilmiah serta kitab-kitab. Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk 
mendapatkan hukum dan suatu konsep (teori) yang dapat dijadikan tolak 
ukur sekaligus pendukung terhadap data yang didapat dilapangan. 
Sekaligus hukum dan konsep yang terdapat dalam literatur atau buku-buku 
yang relevan dicatat dan menjadi bahan analisa terhadap data yang 
terdapat di lapangan. 
1.6.2 Field Research (Penelitian Lapangan) yaitu melakukan penelitian 
langsung pada Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh sebagai 
lokasi/daerah penelitian. Dengan mewawancarai 3 orang responden yang 
menurut peneliti mengerti dengan pertanyaan penelitian yang diajukan. 
Untuk melengkapi kesempurnaan pembahasan tersebut ada 2 (dua) cara 
yang dipakai, sebagai berikut : 
1. Lokasi penelitian: Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh. 
Dalam rangka pengumpulan data di lapangan, teknik yang digunakan 
adalah sebagai berikut : 
11 
 
a. Wawancara (interview), teknik wawancara dilakukan dengan cara 
membuat beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Pegadaian 
Syariah Unit Darussalam Banda Aceh khusunya pada staf satu orang 
dan pada manajernya. Ini dilakukan untuk memperoleh berbagai 
informasi langsung dari responden yang telah ditentukan tentang 
masalah yang sedang diteliti, serta satu orang nasabah yang sering 
melakukan pinjaman dana kepada pegadaian Syariah Unit 
Darussalam Banda Aceh. 
b. Observasi, merupakan pengamatan secara tidak langsung yang 
dilakukan oleh penulis, guna mendapatkan hasil mengenai prosedur 
pemasaran yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Unit Darussalam 
Banda Aceh serta tinjauan hukumnya. 
2. Analisis Data, yaitu dengan cara menganalisa setiap data yang diperoleh 
melalui wawancara dan observasi dan dituangkan di dalam hasil 
penelitian, guna mendapatkan hasil yang berkenaan dengan rumusan 
masalah. 
Sedangkan teknik penulisan skripsi ini berdasarkan kepada buku  Pedoman 
Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari‟ah Univeritas Islam Negeri Ar-Raniry 
Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2012. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat 
Al-Qur’an dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh yayasan penyelenggaraan 
penerjemahan Al-Qur‟an Departemen Agama RI Tahun 2009. 
 
 
 
12 
 
1.7 Sistematika Pembahasan  
Penelitian ini dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan 
memakai sistematika pembahasan yang dapat merangkumi keutuhan pembahasan. 
Untukx itu, uraian dalam tulisan ini akan penulis bagi menjadi empat bab, yaitu : 
 Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan, penjelasan istilah, metode 
pembahasan dan sistematika pembahasan. 
 Bab dua merupakan manajemen pemasaran dalam hukum Islam, yang 
terdiri dari pengertian dan landasan hukum manajemen pemasaran menurut 
hukum Islam, konsep manajemen pemasaran, strategi pemasaran menurut hukum 
Islam. 
 Bab tiga menguraikan tentang manajemen pemasaran Pegadaian Syariah 
Unit Darussalam Banda Aceh yang meliputi gambaran umum Pegadaian Syariah 
Unit Darussalam Banda Aceh, produk yang ditawarkan serta manajemen 
pemasaran Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh menurut hukum 
Islam. 
 Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi 
ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis. 
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BAB DUA 
MANAJEMEN PEMASARAN DALAM HUKUM ISLAM 
2.1 Pengertian dan Landasan Hukum Manajemen Pemasaran Menurut 
Hukum Islam 
Manajemen pemasaran adalah proses merencanakan, penganalisaan, 
pelaksanaan, mengiplementasikan dan Controlling (pengawasan) atau 
mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu perusahaan supaya dapat 
tercapainya target atau tujuan perusahaan secara lebih efisien dan efektif. 
1
 
Adapun landasannya dilihat dari dalil al-Qur‟annya adalah Menurut prinsip 
syariah, kegiatan pemasaran harus dilandasi semangat beribadah kepada  Tuhan 
Sang Maha Pencipta, berusaha semaksimal mungkin untuk kesejahteraan 
bersama, bukan untuk kepentingan golongan apalagi kepentingan sendiri. 
Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam telah mengajarkan pada umatnya 
untuk berdagang dengan menjunjung tinggi etika keislaman. Dalam beraktifitas 
ekonomi, umat Islam dilarang melakukan tindakan bathil. Namun harus 
melakukan kegiatan ekonomi yang dilakukan saling ridha, sebagaimana firman 
Allah : 
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-
harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan 
 perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri 
                                                 
1
 http://id.wikipedia.org/wiki/Pemasaran 
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kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian”. ( QS. An-
Nisa: 29 ) 
 
Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada 
transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Lebih khususnya lagi transaksi muamalah 
disini adalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, 
dan sebagainya. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk 
memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) 
harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari‟at. 
Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan 
perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Dan dalam ayat ini Allah 
juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling 
membunuh. Dan Allah menerangkan semua ini, sebagai wujud dari kasih sayang-
Nya, karena Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kita 
Kemudian ayat tersebut dapat diketahui pula, pertama, perusahaan harus 
dapat menjamin produknya. Jaminan yang dimaksud mencakup dua aspek – 
material, yaitu mutu bahan, mutu pengolahan, dan mutu penyajian; aspek non-
material mencakup kehalalan dan keislaman dalam penyajian. Kedua, yang 
dijelaskan Allah adalah manfaat produk. Produk bermanfaat apabila proses 
produksinya benar dan baik. Ada pun metode yang dapat digunakan agar proses 
produksi benar dan baik, menurut Al-Quran, sesuai petunjuk dalam QS. Al-
An‟am: 143, yang artinya, “Beritahukanlah kepadaku (berdasarkan pengetahuan) 
jika kamu memang orang-orang yang benar.” Ayat ini mengajarkan kepada kita, 
untuk meyakinkan seseorang terhadap kebaikan haruslah berdasarkan ilmu 
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pengetahuan, data, dan fakta. Jadi, dalam menjelaskan manfaat produk, 
nampaknya peranan data dan fakta sangat penting. Bahkan sering data dan fakta 
jauh lebih berpengaruh dibanding penjelasan. Ketiga, penjelasan mengenai 
sasaran atau customer dari produk yang dimiliki oleh perusahaan. Makanan yang 
halal dan baik yang menjadi darah dan daging manusia akan membuat kita 
menjadi taat kepada Allah. Sebab konsumsi yang dapat menghantarkan manusia 
kepada ketakwaan harus memenuhi tiga syarat: (1) Materi yang halal, (b) Proses 
pengolahan yang bersih (thaharah), dan (3) Penyajian yang islami. 
Adapun dalam memasarkan barang, seorang muslim dilarang menggunakan 
sumpah palsu sebagaimana dalam hadist berikut: 
Nabi bersabda: “Sumpah palsu (bombastis sehingga menjadikan laku 
barang yang dijual) mendatangkan keluasan tetapi menghilangkan pekerjaan.” 
Ibnu fajar berkata: ”menghapus keberkahan”.(Matan lain:Bukhari 1945, 
Nasa’I 4385, Abu Daud 2897, Ahmad 6909,6992,8981) 
Dari hadist tersebut dapat dipahami bahwa dalam mempromosikan 
produk, seorang muslim tidak boleh berlebihan dengan sumpah palsu, bombastis, 
tetapi harus realitas. Karena, jika dilakukan dengan penuh bombastis, dapat 
menyesatkan dan mengecoh konsumen. Jika suatu saat konsumen itu menyadari 
akan kebohongan suatu produk, maka secara pasti mereka akan meninggalkannya. 
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Akibatnya, produksi akan mengalami penurunan, tentu saja keuntungan semakin 
kecil.
2
 
Dilihat dari segi undang-undangnya pegadaian yaitu berada pada PP No. 
103 Tahun 2009 tentang perusahaan Umum (PERUM) yaitu terbagi kepada 
Pegadaian Presiden Republik Indonesia, perusahaan umum (PERUM) pegadaian, 
yang selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut perusahaan BUMN 
(Badan Usaha Milik Negara) bidangnya berada dalam lingkup tugas dan 
kewenangan menteri keuangan, dimana seluruh modalnya dimiliki negara berupa 
kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. 
Berbicara landasan hukum yang berbasis syariah maka landasan 
hukumnya diambil dari Al-Qur‟an dan Al-Sunnah dan kesemuanya tentang 
pemasaran yang berbasis Islam bersandar pada Al-Qur‟an dan Al-Sunnah. 
Dalam konteks perdagangan yang terjadi dalam masyarakat istilah 
pemasaran diidentikkan dengan penjualan, padahal keduanya adalah istilah yang 
berbeda. Penjualan bukanlah bagian dari pemasaran, sebaliknya pemasaran 
merupakan bagian dari penjualan. Timbulnya penafsiran yang berbeda ini 
disebabkan karena masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dengan 
tepat definisi pemasaran. Kesalahan penggunaan kedua istilah ini menimbulkan 
pandangan yang keliru tentang pemasaran, secara teori ekonomi pemasaran tidak 
hanya tentang kegiatan yang terdapat dalam bidang pemasaran tetapi juga tentang 
tugas seorang tenaga pemasaran. 
                                                 
2
 http://daniearabas.blogspot.co.id/2013/10/hadis-pemasaran-dalam-islam.html 
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Pemasaran dalam konsepsi ekonomi merupakan bagian dari kegiatan 
manajemen. Seperti diketahui bahwa manajemen adalah proses perencanaan, 
pengorganisasian, pemimpinan dan pengendalian organisasi dan penggunaan 
sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan 
pengertian manajemen pemasaran di kalangan para ahli berbeda persepsi dan 
pendapat mereka tentang pemasaran. Hal ini disebabkan berbedanya sudut 
pandang dan tinjauan mereka masing-masing. Ada yang meninjau dari segi 
fungsi, kelembagaan, manajemen, dan sebagainya. Sehingga menyebabkan 
definisi pemasaran sangat variatif dan mengalami perubahan konsepsi sesuai 
dengan perkembangan zaman. Berikut ini dipaparkan beberapa definisi yang 
dapat mempresentasikan tentang pemasaran.  
Menurut Kotler, pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk 
memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran.
3
 Assauri 
mengartikan pemasaran sebagai kegiatan manusia yang diarahkan untuk 
memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran.
4
 
Sedangkan menurut Nitisemito, pemasaran adalah semua kegiatan yang bertujuan 
untuk memperlancar arus barang atau jasa dari produsen kepada konsumen secara 
efesien dengan maksud untuk menciptakan permintaan yang efektif.
5
 
                                                 
3
Muhammad Aziz Hakim, Dasar dan Strategi Pemasaran Syari’ah, Jakarta: Renaisan, 
2005, hlm. 13. 
 
4
 Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 
16. 
 
5
Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjaja Kusuma, Menggagas 
Bisnis Islami, Jakarta, Gema Insani, 2002, hlm. 169-170. 
 18 
 Menurut M. Syakir Sula seperti dikutip oleh Muhammad Firdaus NH dkk. 
pemasaran dalam Islam merupakan sebagai sebuah disiplin bisnis strategis yang 
mengarahkan pada proses penciptaan, penawaran, dan perubahan values dari satu 
inisiator kepada stake holdersnya
6
 yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai 
dengan akad dan prinsipnya muamalah dalam Islam.
7
 
 Dalam ushul fiqh ada kaidah yang menyebutkan  “al-ashlu fi muamalati al 
ibahah illa an yadulla daliilun ’alatahrimiha” yang berarti pada dasarnya semua 
bentuk muamalah boleh diakukan, akan tetapi yang harus diingat bahwa dalam 
seluruh proses baik proses penciptaan barang, proses penawaran maupun proses 
perubahan nilai (harga), tidak boleh ada yang bertentangan dengan akad dan 
prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Sepanjang hal tersebut dapat dijamin, 
maka bentuk transaksi apapun dalam bisnis dibolehkan dalam hukum Islam. 
 Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 37 : 
Artinya :  “Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu (supaya 
memberikan semuanya) niscaya kamu akan kikir dan Dia akan 
menampakkan kedengkianmu”. (QS. Muhammad: 37)8 
 
Jadi Islam tidak menentang orang untuk mencari kekayaan sebanyak-
banyaknya, kekayaan adalah baik, kehormatan dan rahmat, yang tidak 
                                                 
6
 Stake Holders adalah rekanan kerja dalam berbisnis. 
 
7
Muhammad Ismail Yusanto, Op. cit., hlm. 15. 
 
8
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan, (Surakarta: Ziyad Books, 
2009), hlm. 510. 
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dikehendaki dalam Islam ialah apabila kekayaan menjadikan orang kikir, 
menghina orang lain, sombong, membuat orang lain menderita seperti riba atau 
hanya tertarik pada dunia semata. 
 Karena itu Allah mengingatkan umat Islam yang bergerak di dunia bisnis 
termasuk tenaga pemasaran, Q. S. Al Maidah ayat 1 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan 
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang 
demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum 
menurut yang dikehendaki-Nya”. (QS. Al-Maidah: 1)9 
 
Kata Bil’uqud dapat ditafsirkan bahwa perjanjian di sini itu yaitu baik 
perjanjian yang terpatri di antara kamu dengan Allah maupun dengan sesama 
manusia.
10
 Rasulullah sangat menekankan pentingnya integritas dalam 
menjalankan bisnis, apalagi bagi seorang pemasar yang menjadi ujung tombak 
usaha. Oleh karena itu Islam melarang terjadinya kecurangan dalam perjanjian-
perjanjian yang telah disepakati.
11
 
                                                 
9
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan ..., hlm. 106. 
 
10
 http://www.tafsirq.com/5-al-maidah/ayat-1 
 
11
  Afzalur Rahman, Muhammad Sebagai Seorang pedagang, Jakarta, Yayasan Swarni 
Buni, 1997, hlm. 8. 
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Kegiatan pemasaran akan timbul apabila manusia memutuskan untuk 
memuaskan kebutuhan dan keinginannya dengan cara tertentu yang disebut 
dengan pertukaran, hal ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai berikut : 
1. Harus terdapat dua pihak 
2. Masing-masing pihak harus memiliki sesuatu yang bernilai bagi pihak 
yang lain 
3. Masing-masing pihak bebas untuk menerima atau menolak pertukaran. 
Lingkup pemasaran mencakup seluruh aktifitas yang diperlukan sehingga 
perusahaan mampu menyelenggarakan bidang kegiatannya yaitu 
memenuhi kebutuhan konsumen. Pemasaran mengandung pengertian agar 
penjualan dari hasil produk dapat dilakukan secara terarah, efektif dan 
efisien. Demikian juga halnya dengan proyeksi dan prediksi untuk masa 
yang akan datang mengenai pola  konsumsi para konsumen dapat 
dilakukan, sehingga produk yang dilemparkan dapat memenuhi selera dan 
keinginan pembeli. 
Titik tolak pengertian pemasaran adalah adanya kebutuhan dan keinginan 
manusia. Hal ini menimbulkan konsep produk, yaitu sesuatu yang dianggap 
mampu memuaskan kebutuhan dan keinginan tertentu dari konsumen. Sifat 
terpenting dari produk adalah kemampuan untuk memuaskan kebutuhan 
konsumen. Jadi pada hakikatnya produk hanyalah sebagai alat untuk memecahkan 
suatu problema yang terpenting dalam kehidupan manusia yaitu masalah untuk 
memenuhi kebutuhan hajat hidupnya. 
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2.2 Konsep Pemasaran Dalam Islam 
Kehidupan Muhammad sebelum diangkat sebagai Nabi dikenal sebagai 
pedagang. Keuntungan yang berlipat ganda yang diperolehnya menunjukkan 
bahwa Muhammad adalah seorang pedagang ulung, walaupun Muhammad tidak 
diutus sebagai pedagang. Para sahabat pun seperti Abu Bakar, Usman merupakan 
pedagang. 
Akan tetapi dalam melakukan kegiatan mempunyai prinsip tersendiri, 
sebagaimana sabda Nabi :  
Artinya: “Dari Hakim bin Hizam r.a katanya: Daripada Nabi s.a.w, baginda 
bersabda: Penjual dan pembeli diberi kesempatan berfikir selagi mereka 
belum berpisah. Sekiranya mereka jujur serta membuat penjelasan 
mengenai barang yang dijual belikan, mereka akan mendapat berkat 
dalam jual beli mereka. Sekiranya mereka menipu dan merahasiakan 
mengenai apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang dijual 
belikan akan terhapus keberkatannya”. (HR. Abu Daud) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
12
 Imam Abu Daud, Sunan Abu Daud, Mesir, Dar al-Kutub, 1956, hlm. 155. 
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Ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang pedagang khususnya  
tenaga pemasaran. 
1. Bertanggung jawab 
Tidak hanya kepada sesama makhluk tetapi lebih ditekankan pada Allah SWT. 
Kesadaran dan tanggung jawab kepada Allah, menjadikan seorang tenaga 
pemasaran bisa diterima dan dipercaya dalam masyarakat 
2. Mandiri 
Kemandirian merupakan ajaran utama dalam Islam karena  Islam melarang 
umatnya menggantungkan nasib pada orang lain. 
3. Kreatif 
Untuk dapat menjadi tenaga pemasaran yang kreatif dapat dilakukan dengan 
membekali diri dengan pengetahuan seperti keahlian yang berkaitan dengan 
cara berinteraksi dengan konsumen, dan mengikuti pelatihan-pelatihan. Allah 
SWT menganjurkan manusia untuk menyebar keseluruh dunia guna mencari 
rizki-Nya dengan berbagai kreatifitas yang dimiliki oleh manusia.
13
 Allah 
berfirman : 
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Artinya: Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di 
muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-
banyak supaya kamu beruntung.  (QS. Al-Jumu’ah : 10)14 
 
4. Optimis dan belajar dari pengalaman. 
Islam mengajarkan umatnya untuk tidak pernah putus asa. optimisme dapat 
memotivasi diri untuk bersungguh-sunngguh dalam berusaha dan dapat juga 
dijadikan dorongan pada saat menemui kegagalan. Kegagalan merupakan 
suatu proses yang dapat dijadikan pengalaman. Pengalaman merupakan kunci 
untuk mencapai kesuksesan.
15
 
5. Jujur dan Sabar 
Walaupun Islam membolehkan umatnya untuk melakukan berbagai cara untuk 
melakukan pemasaran, tetapi ada beberapa yang harus dihindari.  
Ada beberapa prinsip perdagangan yang harus diperhatikan, yaitu: 
a. Gharar merupakan cara yang membabi buta yang dilakukan tanpa 
pengetahuan yang cukup, atau mengambil resiko sendiri dari suatu 
perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan pasti apa 
akibatnya, atau melakukan sesuatu tanpa memikirkan konsekuensinya,
16
  
Gharar meliouti empat bentuk, yaitu: 
1). Gharar kuantitas, lebih dikenal dengan nama ijon. 
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Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995. 
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2). Gharar kualitas, contohnya penjualan lembu yang masih dalam 
kandungan. Penjual sepakat menjual lembu itu jika sudah lahir 
sebesar Rp. 1.000.000. Dalam hal ini penjual maupun pembeli tidak 
mengetahui kondisi lembu, apakah cacat atau sehat, atau bahkan bisa 
jadi lahir dalam keadaan mati. 
3). Gharar harga, contohnya seseorang tenaga pemasaran menawarkan 
produknya dengan harga Rp 100.000 jika dibayar tunai, dan harga 
tersebut menjadi Rp 300.000 jika dibayar 4 (empat) bulan kemudian. 
Ketidak pastian terjadi karena adanya dua harga dalam satu produk, 
tidak jelas mana yang berlaku. Jika pembeli membayar lunas pada 
bulan ke 3. 
4).  Gharar dalam waktu penyerahan, contohnya Amir menjual sepeda 
motor kepada Amin, padahal sepeda motor Amir hilang. Si Amir 
akan menyerahkan sepeda motornya setelah ditemukan. Dalam hal 
ini muncul ketidak jelasan waktu penyerahan, bisa jadi 1 hari, 1 
minggu, 1 bulan bahkan mungkin tidak ditemukan.  
b. Tadlis 
Tadlis merupakan penjualan yang dilakukan dengan penipuan. Jika 
Gharar, penjual maupun pembeli tidak mengetahui kualifikasi barang, 
maka tadlis hanya satu pihak yang tidak mengetahuinya. Firman Allah : 
ۖۖ
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”Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak 
memikul beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” 
(QS. Al-An’am :152)17 
 
c. Ketiga, Menimbun barang untuk menaikkan harga. 
 Seseorang membeli barang yang masih murah dan disimpan untuk 
dijual kembali ketika harga sudah naik. Hal ini dilarang oleh Rasulullah 
SAW ”Barang siapa menimbun barang selama empat puluh malam, maka 
sungguh Allah tidak perlu lagi kepadanya.” ( HR. Ahmad, Hakim, Ibnu 
Abu Syaibah) 
d. Menjual barang hasil curian. 
e. Najasy 
Najasy adalah melakukan pemasaran dengan ikhlas atau promosi 
palsu antara kualitas dan fungsi suatu produk tidak sesuai dengan yang 
dipromosikannya. 
f. Mengingkari perjanjian 
g. Banyak bersumpah untuk meyakinkan pembeli. 
Sabda Nabi, ”jauhilah banyak sumpah dalam jual beli, karena 
sesungguhnya dala hal itu melariskan (dagangan), tetapi menghapuskan 
(keberkahan)” (HR. Muslim).18 
h. Memaksa 
Contohnya seseorang terpaksa melakukan transaksi karena 
terancam akan dibunuh atau akan dianiaya. Dalam sebuah hadis 
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disebutkan : “Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara-cara 
paksaan dan mengandung penipuan”.( HR. Muslim) 
i. Mematikan pedagang kecil 
Islam adalah agama Rahmatan lil alamin, begitu juga dalam 
muamalah. Firman Allah “...Supaya harta itu jangan hanya beredar 
diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul 
kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka 
tinggalkanlah”. ( QS. Al-hasyr : 7)19 
 
Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pemerataan 
kesejahteraan adalah sesuatu yang harus dilakukan dan dipelihara. Oleh 
karena itu bisnis besar tidak boleh mematikan bisnis kecil. 
j. Ikhtikar (monopoly’s rent seeking) 
Islam tidak melarang monopoli selama tidak mengambil 
keuntungan di atas normal. Yang dilarang adalah monopoli yang 
mengambil keuntungan berlebih-lebihan dengan cara menjual sedikit 
barang untuk harga yang lebih tinggi. 
k. Menjual sesuatu yang haram. 
l. Tallaqi rukban. 
Tallaqi Rukban adalah tindakan yang dilakukan tengkulak untuk 
membeli barang dari petani, dimana petani tersebut tidak mengetahui 
harga pasar. Ini dapat dilakukan untuk mendapatkan harga yang lebih 
murah dari harga pasar. 
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Pasar dasarnya mencari harga yang lebih murah tidak dilarang, tetapi jika 
salah satu pihak mengetahui informasi sedangkan pihak lain tidak mengetahui, 
kemudian satu pihak mengambil keuntungan sebesar-besarnya (tengkulak) dan 
pihak lain teraniaya (para petani) maka hal inilah yang dilarang. 
Pemasaran diciptakan oleh penjual dan pembeli. Kedua belah pihak sama-
sama berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Pembeli 
hanya memenuhi kebutuhannya, sedangkan penjual berusaha mendapatkan 
keuntungan. Kedua macam kepentingan ini dapat dipertemukan dengan cara 
mengadakan pertukaran yang saling menguntungkan. Jadi kebutuhan seseorang 
dapat dipenuhi dengan mencari orang lain yang melayaninya. Terdapat suatu 
anggapan bahwa pemasaran merupakan suatu proses yang memberikan jawaban 
atas kebutuhan dan keinginan seseorang. Jadi pada pokoknya pemasaran dapat 
diciptakan dengan memelihara hubungan-hubungan pertukaran. 
Suatu program pemasaran bermula dari suatu ide tentang produk, 
kemudian perusahaan secara terus-menerus berusaha untuk mempengaruhi 
konsumen yang lain atas pembeli potensial guna terpenuhinya target penjualan 
yang direncanakan. Dalam hal ini perusahaan berupaya untuk lebih meningkatkan 
kegiatan pemasarannya karena apabila kegiatan pemasaran tidak berjalan dengan 
lancar maka dampaknya akan mempengaruhi kegiatan lainnya. Untuk itu perlu 
diketahui situasi pasar dari produk yang dipasarkan sehingga dapat ditentukan 
tujuan dan sasaran apa yang diharapkan dalam bidang pemasaran. 
Tujuan akhir dari setiap perusahaan adalah untuk mendapatkan 
keuntungan atau laba semaksimal mungkin. Berhasil atau tidaknya suatu 
perusahaan dalam mencapai tujuan tersebut bukanlah semata-mata tergantung 
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kepada kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa-jasa, akan tetapi lebih 
banyak dipengaruhi oleh kemampuan untuk memasarkan barang-barang dan jasa-
jasa yang merupakan hasil produksinya. Pada akhirnya dapat mempertahankan 
kelangsungan dan dapat meningkatkan pertumbuhan perusahaan dimasa yang 
akan datang. 
 
2.3 Strategi Pemasaran Dalam Islam 
Setiap orang yang melakukan suatu usaha tertentu untuk dapat tetap hidup, 
berkembang, dan mampu bersaing. Maka untuk mencapai semua itu, mereka 
selalu menetapkan dan menerapkan berbagai strategi untuk pelaksanaan kegiatan 
pemasarannya.Seperti diketahui, keadaan dunia usaha bersifat dinamis, yang 
diwarnai dengan adanya perubahan dari waktu ke waktu dan adanya keterkaitan 
antara pedagang dengan pembeli. Oleh karena itu strategi pemasaran sangat 
dinamis mempunyai peranan yang sangat penting dalam perdagangan. 
Di samping itu, strategi pemasaran yang ditetapkan harus selalu berada 
dalam bingkai hukum Islam dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan 
Pasar dan lingkungan pasar tersebut. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan 
dan digunakan oleh manajemen untuk mempengaruhi penjualan yaitu: 
1. Produksi 
Dalam perspektif Islam, produksi merupakan sesuatu yang penting. Al-
Quran menggunakan konsep produksi barang dalam arti yang sangat luas dan 
lebih menekankan pada mamfaat dari barang yang diproduksi. Suatu barang 
yang diproduksi harus sesuai dengan kebutuhan hidup manusia, tidak 
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memproduksi barang-barang mewah secara berlebihan yang tidak sesuai 
dengan kehidupan manusia. 
Islam memerintahkan untuk memperhatikan kualitas produk. Barang 
yang dijual harus jelas kualitas, sehingga pembeli dapat dengan mudah 
memberi penilaian. Oleh karena itu, ada beberapa unsur yang harus 
diperhatikan dalam menyusun strategi produk antara lain : 
- Merek 
Yang dimaksud dengan merek adalah nama, istilah, simbul atau disain 
khusus dan beberapa kombinasi unsur-unsur yang dirancang untuk 
mengidentifikasikan barang-barang atau jasa-jasa yang dipasarkan. Merek 
mempermudah konsumen untuk mengenal produk yang dibeli, sedangkan 
bagi penjual merek merupakan alat yang dapat diiklankan dan 
membedakannya dari produk lain yang sejenis serta menambah ukuran 
prestise. 
- Label 
Label adalah bagian dari suatu produk yang membawa informasi tentang 
produk atau penjualnya. Label bisa merupakan bagian dari kemasan atau 
bisa merupakan tiket lepas yang ditempelkan pada produk. 
- Produk disain 
Disain produk merupakan salah satu aspek pembentuk citra produk dalam 
berbagai segi, misalnya kwalitas, daya tahan produk, penampilan produk 
juga dapat menghemat biaya pembuatan produk. 
- Pelayanan 
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Pelayanan merupakan kegiatan yang berhubungan erat dengan jaminan. 
Dimana pelayanan merupakan realisasi dari jaminan yang di berikan 
perusahaan. Langkah ini biasanya dilakukan dengan membuat pusat-pusat 
pelayanan (service center) pada daerah-daerah penjualan. 
- Pengembalian 
Perusahaan harus berusaha menerima kembali barang-barang atau jasa jasa 
yang sudah dipasarkan sampai ketangan konsumen jika ternyata barang 
atau jasa tersebut tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati 
bersama.
20
 
2. Harga 
Salah satu komponen dalan pemasaran adalah adanya harga dari produk 
yang akan dipasarkan. Dimana harga merupakan imbalan atau balas jasa yang 
diberikan pembeli kepada penjual serta ditambah keuntungan yang  
diinginkannya. 
Dalam penentuan harga perlu diperhatikan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor yang 
mempengaruhi secara langsung adalah harga bahan baku, biaya produksi, biaya 
pemasaran, adanya peraturan pemerintah dan faktor lainnya. Faktor yang tidak 
langsung namun erat hubungannya dalam penetapan harga, adalah harga produk 
sejenis yang dijual oleh pesaing, pengaruh harga terhadap hubungan antara 
produk subsitusi dan produk komplementer, serta potongan (diskon) untuk para 
penyalur dan konsumen. Karena pengaruh tersebut, harus diperhatikan atau 
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diperhitungkan faktor-faktor tersebut dalam penentuan kebijakan harga yang akan 
ditempuh, sehingga nantinya dapat memenuhi harapan dalam penawaran harga 
yang kompetitif.
21
  
Dalam Islam, penentuan harga juga ditentukan oleh mekanisme pasar yaitu 
tergantung pada permintaan dan penawaran yang berlangsung secara suka rela. 
Idealnya penjual dan pembeli berada pada posisi yang sama, baik yang berkaitan 
dengan pengetahuan  tentang barang tersebut maupun tentang harga yang berlaku 
di pasar, sehingga ketika terjadinya persetujuan harga suatu barang antara penjual 
maupun pembeli betul-betul rela dan tidak ada yang merasa teraniaya atas 
transaksi yang dilakukan tersebut. 
Penentuan harga dalam fiqh muamalah berada di posisi tengah, tidak 
berlebihan, tidak pula merendahkan, dan ini berarti penentuan harga harus 
proporsional. Allah berfirman : 
... 
 Artinya : ”Dan orang-orang yang saleh apabila membelanjakan hartanya, 
mereka tidak berlebihan, tidak pula kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) 
ditengah-tengah antara yang demikian”. (QS. Al Furkan : 67)22 
 
Muhammad telah memberikan contoh ketika berdagang sebelum diangkat 
menjadi rasul. Saat menentukan harga, Muhammad menyebut bahwa beliau 
membeli barang ini di Mekah ‟sekian‟ dan perjalanan dari Mekah sampai Syam 
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memerlukan waktu ‟sekian hari‟. Kemudian Muhammad memberi kebebasan bagi 
pembeli untuk memberikan harga yang pantas terhadap barang yang dijualnya.
23
 
Untuk melindungi hak pembeli dan penjual, Islam membolehkan 
intervensi harga yang dilakukan oleh pemerintah. Umar bin Khattab pernah 
melakukan intervensi pasar. Ini dilakukan saat mendatangi pasar dan menemukan 
Habib bin Abi Baita‟ menjual anggur kering dengan harga di bawah pasaran. 
Umar memerintahkan Habib menaikkan harganya atau meninggalkan pasar.
24
  
Ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam menetapkan harga suatu 
produk yaitu :  
1) Menentukan tujuan yaitu menentukan sasaran yang sebenarnya ingin dicapai 
oleh perusahaan dari produk yang dihasilkannya telah disesuaikan dengan 
segmen pasar yang dimasuki. 
2) Menentukan permintaan, yaitu melihat bagaimana persepsi masyarakat 
tentang tingkat harga dengan jumlah yang diminta atau dinginkan oleh 
konsumen. Apabila dibandingkan dengan persentase perubahan harga jual 
dengan persentase perubahan jumlah permintaan, maka akan diperoleh tingkat 
elastisitas harga dari produk itu, sehingga produk tersebut dapat dijangkau 
oleh masyarakat dan barang yang ditawarkan akan terserap oleh pasar. 
Ada empat faktor yang mempengaruhi elatisitas harga yaitu barang 
subtitusi atau saingan sedikit jumlahnya, pembeli tidak peka terhadap 
perubahan harga, pembeli lambat merubah kebiasaan membelinya dan 
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pembeli mencari harga yang lebih murah karena dia berpendapat bahwa harga 
yang mahal berarti mutu produknya tinggi ataupun disebabkan adanya 
inflasi.
25
 
3) Menginvestasikan biaya, hal ini dilakukan karena adanya biaya yang sifatnya 
selalu berubah sesuai dengan perubahan jumlah produksi. 
4) Menganalisa dan tawaran pesaing, hal ini dilakukan sebagai titik tolak dan 
menetukan harga pasaran. Jika produk yang dihasilkan sama dengan produk 
pesaing tetapi kwalitasnya berbeda, maka perusahaan juga harus membedakan 
harga produknya dengan harga produk pesaing. 
 
3. Jalur distribusi 
Suatu produk akan mempunyai nilai apabila produk tersebut dapat 
memenuhi keinginan atau memberikan kepuasan kepada konsumen. Namun suatu 
produk tidak akan bermanfaat bagi konsumen bila tidak tersedia pada saat dimana 
dibutuhkan. Hasil produksinya tidak akan memiliki nilai seandainya masih tetap 
berada di gudang atau pabrik dan belum dipasarkan. Oleh karena itu perlu adanya 
aktivitas penghubung atau jalur distribusi untuk memasarkan hasil produksi dan 
sampai ke tangan konsumen dalam bentuk kwalitas yang sesuai setiap saat dan 
pada tempat dimana barang itu dibutuhkan. 
Suatu produk itu tidak dapat digerakkan secara otomatis, tetapi perlu 
adanya suatu proses pemindahan untuk dipasarkan. Dengan adanya proses 
tersebut maka kesenjangan antara keinginan konsumen dan produksi akan dapat 
teratasi dengan terciptanya ketepatan waktu, tempat dan pemilikan. Aktivitas atau 
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penyaluran ini dilakukan oleh berbagai jenis perantara yang berada di antara 
konsumen dan produsen. Perantara-perantara ini saling berkaitan satu sama lain 
sehingga terbentuklah suatu saluran distribusi yang merupakan jalur arus barang 
dan jasa dari sektor produsen ke konsumen.  
Petugas pemasaran memilih kondisi yang tepat untuk menawarkan barang 
dan mendemontrasikan keistimewaannya, selain juga harus memilih waktu yang 
cocok dengan keadaan konsumen, tidak pada cuaca yang terlalu panas dan tidak 
terlalu dingin. Penempatan barang adalah faktor vital dalam dunia usaha, ini 
berkaitan erat dengan sarana transportasi dan pengangkutan. Nabi dengan tegas 
melarang pemotongan jalur distribusi dengan maksud untuk menaikkan harga.
26
 
Nabi bersabda : 
Artinya : 
Dari Abu Hurairah ra berkata, bahwa Nabi SAW melarang menghadang barang 
dagangan. Maka jika seseorang menghadangnya lalu membeli barang dagangan 
darinya, maka jika pemilik barang itu tiba di pasar, dia boleh memilih antara 
membatalkan jual beli tersebut atau melanjutkan nya 
(HR. Jamaah, kecuali Imam Bukhari. Hadits ini merupakan dalil sahnya jual beli 
tersebut). 
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4. Promosi 
Suatu produk betapapun bermanfaat akan tetapi jika tidak dikenal oleh 
konsumen, maka produk tersebut tidak diketahui manfaatnya sehingga tidak 
mungkin dibeli oleh konsumen. oleh karena itu setiap orang yang melakukan 
suatu usaha produksi harus berusaha mempengaruhi para konsumen untuk 
menciptakan permintaan atas produk tersebut. Kegiatan promosi yang dilakukan 
sejalan dengan rencana pemasaran secara keseluruhan, direncanakan akan 
diarahkan dan dikendalikan dengan baik, serta diharapkan dapat berperan dalam 
meningkatkan penjualan. 
Pada prinsipnya, dalam Islam mempromosikan suatu barang 
diperbolehkan. Hanya saja dalam promosi tersebut mengedepankan faktor 
kejujuran dan menjauhi penipuan. Disamping itu, dapat digunakan metode apa 
saja selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. 
Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam melakukan promosi suatu 
barang yang diproduksi oleh produsen,  yaitu: 
1. Advertensi, merupakan suatu bentuk penyajian dan promosi dari gagasan, 
barang atau jasa yang dibiayai oleh suatu sponsor tertentu yang bersifat non 
personal. Media yang sering digunakan seperti radio, TV, majalah, surat 
kabar, dan bildboard. 
2. Personal selling, merupakan penyajian secara lisan dalam suatu pembicaraan 
dengan seseorang atau lebih calon pembeli dengan tujuan agar dapat 
terealisasinya penjualan. 
3. Promosi penjualan (sales promotion) yang merupakan segala kegiatan 
pemasaran selain personal selling, advertensi dan publisitas yang merangsang 
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pembelian oleh konsumen dan keefektifan agen seperti pameran, pertunjukan, 
demontrasi dan segala usaha penjualan yang tidak dilakukan secara teratur 
atau kontinyu. 
4. Publisitas (publicity), merupakan usaha untuk merangsang permintaan dari 
suatu produk secara non personal dengan membuat, baik yang serupa berita 
yang bersifat komersial tentang produk tersebut didalam media cetak atau 
tidak maupun hasil wawancara, yang disiarkan dalam media tersebut. 
Untuk menetapkan suatu strategi pemasaran yang akan dijalankan, ada 
beberapa langkah yang dapat dilakukan yaitu : 
1. Riset pemasaran 
Kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh tenaga pemasaran didasarkan 
pada strategi pemasaran yang ditetapkan untuk mencapai sasaran pasar yang 
dituju. Keberhasilan suatu perusahaan dalam memasarkan produknya 
ditentukan oleh ketetapan strategi pemasaran yang ditetapkan dengan 
memperhatikan situasi dan kondisi pasar yang dituju.
28
 ini dilakukan untuk 
menciptakan perencanaan yang komprehensif. Firman Allah 
ۖۚ
Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan 
hendaklah setiap diri memperhatikan (merencanakan) apa yang telah 
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diperbuatnya untuk hari esok, dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr: 18)29 
 
Berdasarkan keterangan ayat di atas, dapat dipahami bahwa Islam 
menganjurkan perencanaan dalam setiap pekerjaan. Demikian pula halnya dengan 
pemasaran, juga memerluka perencanaan agar barang yang telah diproduksi 
tersrap dipasaran secara merata, sehingga semua konsumen yang membutuhkan 
barang-barang tersebut dapat membelinya dipasar secara bebas. 
2. Segmentasi pasar 
Para pembeli umumnya berbeda antara satu dengan lainnya dipasar, 
baik dalam motif dan prilaku maupun dalam kebiasaan pembeliannya, yang 
semuanya menunjukkan ciri atau sifat pembeli/konsumen tersebut. Perbedaan 
ini menunjukkan bahwa suatu produk tidak homogen tetapi heterogen. Dengan 
dasar ini, amatlah sulit bagi tenaga pemasaran/orang yang melakukan suatu 
usaha untuk melayani seluruh pasar yang ada, sehingga dapat memberikan 
kepuasan konsumen yang berbeda-beda dari atau sifatnya. 
Segmentasi pasar dimaksudkan sebagai kegiatan membagi suatu pasar 
kedalam kelompok-kelompok yang berbeda, dengan melaksanakan 
segmentasi pasar kegiatan pemasaran yang dilakukan dapat lebih terarah.
30
 
Allah SWT telah mengajarkan ilmu segmentasi dalam hal membedakan antara 
yang hak dan batil, baik dan buruk, dan suku-suku bangsa yang berbeda-beda-
beda.
31
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3. Perumusan program pemasaran. 
Merumuskan progam pemasaran bagi suatu pasar terdiri atas langkah berikut : 
a. menentukan seberapa besar anggaran pemasarannya. 
b. Mengalokasikan anggaran tersebut kedalam variabel-variabel bauran 
pemasaran dari suatu usaha. 
c. Menentukan penggunaan sumber daya yang terbaik bagi setiap 
variabel bauran pemasaran.
32
 
Begitu banyak program pemasaran yang mungkin untuk dikembangkan, 
sementara sangat sulit memperkirakan hasil keuntungan dan biaya bagi 
setiap alternatif program. Seseorang yang bergerak dibidang pemasaran 
harus menentukan besarnya tingkat kepentingan dan kombinasi variabel 
pemasaran yang akan mendatangkan keuntungan setelah dikurangi dengan 
biaya pemasaran. 
4. Keputusan Taktis-Strategi Pemasaran. 
Langkah terakhir yang dilakukan dalam strategi pemasaran adalah 
dengan ditetapkan keputusan taktis-strategi yang memberikan kerangka kerja 
yang luas dan berjangka panjang (setahun atau biasanya lebih) bagi tindakan 
pemasaran. Keputusan ini menjadi keputusan yang mendasar untuk 
memberikan petunjuk dalam melakukan pemasaran. Keputusan itu terdiri dari: 
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 Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widijaja Kusuma, op.cit, hlm. 
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a. Keputusan produk 
Berkaitan dengan penetapan produk yang secara potensial dinilai oleh 
pasar sasaran atas kualitasnya yakni manfaat atau kepuasan yang 
ditimbulkan. Atribut produk yang dibawanya juga perluasan produk. 
Produk yang ditawarkan harus berkualitas, sesuai yang dijanjikan. 
b. Keputusan Penetapan Harga 
Dalam penetapan suatu harga, dapat di lihat dari faktor biaya, persaingan 
dan permintaan. Penetapan harga sebaiknya dilakukan setelah diamati 
harga yang ditetapkan pesaing agar harga yang ditentukan kompetitif, 
tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. 
c. Keputusan Distribusi 
Dapat diputuskan pilihan jaringan distribusi yang dipandang efektif dan 
efisien untuk menghubungkan produsen dengan konsumen tanpa harus 
menzalimi pesaing lain. 
d. Keputusan promosi. 
Dapat berupa salah satu dari empat macam promosi berikut : 
1. Promosi penjualan, dapat melalui pertandingan, contoh gratis pameran 
perdagangan, kupon. 
2. Iklan, seperti iklan dimedia cetak, televisi, bilboard, logo dan 
informasi pada kemasan. 
3. Publisitas, seperti mencetak/menayangkan berita dimedia, laporan 
tahunan. 
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4. Penjualan personal, seperti presentasi penjualan secara perorangan atau 
pemasaran jarak jauh 
Keempat macam promosi boleh dilakukan dan Islam tidak melarangnya 
tetapi promosi tersebut harus dihindarkan dari tindak kebohongan, pornografi, 
serta publikasi produk yang menghalalkan segala cara. Karena itu, untuk 
menghindari perlakuan pedagangan yang menyimpang dari ajaran Islam, maka 
dalam konteks pemasaran produk selalu dilakukan berbagai upaya agar barang 
yang telah diproduksi dapat terserap seluruhnya dipasaran.  
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BAB TIGA 
MANAJEMEN PEMASARAN PEGADAIAN SYARIAH BANDA ACEH 
3.1 Gambaran Umum Pegadaian Syariah Banda Aceh 
3.1.1 Sejarah Berdiri Pegadaian Syariah 
Kegiatan gadai pada sejarah peradaban manusia sudah terjadi di negara 
Cina pada tahun 3000 silam yang lalu. Sedangkan di benua Eropa dan kawasan 
laut tengah, gadai sudah dilaksanakan pada zaman Romawi. Awalnya bentuk 
gadai yang dilembagakan (pegadaian) secara formal berkembang di Italia yang 
kemudian dipraktekan di wilayah Eropa lainnya seperti di Inggris dan Belanda. 
Belanda yang datang ke Indonesia membawa konsep gadai melalui Vareenigde 
Oos Compagine (VOC).  
Sejarah lembaga gadai (pegadaian) di Indonesia dimulai sejak tahun 1746 
saat kedatangan Gubernur Jendral Vareenigde Oos Compagine (VOC) Van 
Imhoff. VOC sebagai salah satu maskapai perdagangan dari Belanda yang datang 
ke Indonesia didirikan sebagai bentuk usaha untuk memperlancar kegiatan 
ekonomi Belanda.
1
 
Untuk itu Gubernur Jenderal Van Imhoff mendirikan Bank Van Leening di 
Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746 dengan tujuan sebagai lembaga keuangan 
yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Melalui surat keputusan tertanggal 
28 Agustus 1746 dengan modal awal sebesar f 7.500.000; yang terdiri dari 2/3 
modal milik VOC dan sisanya dari swasta.  
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Rahmat Hidayat, Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 
2005, hlm. 102. 
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Ketika VOC bubar tahun 1800 maka usaha pegadaian diambil alih oleh 
Pemerintah Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan Daendels, peraturan 
gadainya dirubah kembali yaitu tentang peraturan tentang barang yang dapat 
diterima sebagai jaminan gadai seperti perhiasan dan lain-lain.  
Kedatangan Inggris di Indonesia setelah mengalahkan Belanda, kemudian 
mengambil alih kekuasaan jajahan Belanda di Indonesia (1811-1816) termasuk 
Bank Van Leening dan menggantinya dengan Licentie Stelsel. Aturan pun diubah 
yaitu setiap orang boleh mendirikan usaha unit gadai, namun dengan syarat harus 
adanya ijin dari pemerintah daerah setempat. Di bawah kekuasaan Raffles, ijin 
dikeluarkan kepada perorangan, khususnya keturunan Cina. 
Pembubaran Bank Van Leening sebagai monopoli gadai membuat 
masyarakat Indonesia diberi kebebasan untuk mendirikan usaha pegadaian 
asalkan adanya lisensi dari pemerintah daerah setempat yang dibentuk oleh 
Inggris. Hal ini menimbulkan dampak negatif dengan munculnya lintah darat atau 
rentenir (Woeker) yang dapat menyengsarakan masyarakat Indonesia saat itu. 
Sehingga diganti dengan sistem penyewaan atau Pachstelsel pada tahun 1814, di 
mana campur tangan langsung oleh pejabat lebih terasa. 
Pada saat Belanda datang kembali ke Indonesia pada tahun 1816, Bank 
Van Leening dengan sistem dan konsep gadai tersebut dilanjutkan dan 
dipertahankan. Pada tahun 1816 seluruh wilayah Jawa dan Madura telah memiliki 
pegadaian, kecuali Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta, di mana 
sistem penyewaan yang menjadi hak prerogatif kelompok bangsawan tetap 
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berlaku, monopoli pegadaian tidak dikembangkan ke pulau lain sampai tahun 
1921. 
Namun pemegang hak pegadaian ternyata dapat melakukan 
penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya dengan mengambil keuntungan 
yang sebesar-besarnya dari hasil barang yang digadaikan oleh masyarakat. 
Dengan menetapkan bunga yang begitu besar sehingga tidak memungkinkan 
penggadai mengambil kembali barangnya, Jika barang jaminan disita, maka 
bentuk penyitaannya menjadi hak milik kolonial Belanda, sehingga pada tahun 
1870 nama Pegadaian dirubah lagi pada menjadi Licentie Stelsel, dan pada tahun 
1880, diganti namanya menjadi Pachstelsel kembali. 
Pada tahun 1901, berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda no 
131 tanggal 12 Maret 1901 mendirikan rumah gadai pemerintah di Sukabumi 
Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901 dengan nama Jawatan Pegadaian. 
Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai Hari Ulang Tahun 
Pegadaian. Hal itu sebagaimana diatur dalam staatsblad tahun 1901 No. 131. Isi 
dari KUHP-nya ketika itu adalah : 
Sejak saat itu di bagian Sukabumi kepada siapapun tidak diperkenankan 
untuk dengan member gadai atau dalam bentuk jual beli dengan hak 
membeli kembali, meminjamkan uang tidak melebihi 100 (seratus) golden. 
Dengan hukuman tergantung kepada kebangsaan para pelanggar yang 
diancam dalam Pasal 337 KUHP bagi orang-orang Eropa dan Pasal 339 
KUHP bagi orang Pribumi.
2
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 Sudarsono, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Aditya, 2002, hlm. 110. 
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Pada mulanya Jawatan Pegadaian Negara melakukan upaya khusus untuk 
menumpas segala macam praktek pinjam-meminjam yang tidak diinginkan. 
Artinya, yang dirugikan masyarakat, misalnya suku bunga yang tinggi, lelang 
yang diatur, barang gadaian yang tidak terawat. Dengan cara ini akhirnya mosi 
percaya dari masyarakat dapat ditegakkan. Pengawasan langsung oleh pemerintah 
diberlakukan di seluruh Jawa dan Madura pada tahun 1904. 
Seiring perjalanan waktu, pegadaian milik pemerintah semakin 
berkembang dengan baik sehingga pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan 
peraturan monopoli. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan monopoli pun diatur 
oleh pihak pemerintah Hindia Belanda dalam kitab Undang-undang Hukum 
Pidana yang tercantum dalam Pasal 509 dan Staatsblad No. 266 tahun 1930.  
Pada masa pendudukan Jepang, tidak banyak perubahan yang terjadi pada 
kebijakan maupun Struktur Organisasi Jawatan Pegadaian, hanya saja Gedung 
Kantor Pusat yang semula di Jalan Kramat Raya 162  dipindahkan ke Jalan 
Kramat Raya 132. Jawatan Pegadaian atau Sitji Eigeikyuku dalam bahasa Jepang 
dipimpin oleh warga Jepang yaitu Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang 
bernama M. Saubari. 
Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, rumah gadai yang merupakan 
salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank ini di kuasai pemerintah 
Republik Indonesia. Namun Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang 
Anyar (Kebumen) dan ke Magelang karena situasi perang Agresi militer Belanda. 
yang kian terus memanas.  
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Jawatan Pegadaian pada tanggal 1 Januari 1967 dijadikan perusahaan 
Negara (PN) dan berada dalam lingkup Departemen Keuangan Pemerintah RI 
berdasarkan peraturan No. 176 tahun 1961. Kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 
menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 
(yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan 
Umum (PERUM). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 
51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, bentuk badan hukum Pegadaian 
berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
3
 
Kegiatan umum yang dilakukan PT. Pegadaian saat ini adalah melakukan 
aktivitas pembiayaan seperti kredit gadai serta menawarkan produk berupa 
sejumlah jasa non-gadai seperti penitipan barang, penaksiran nilai barang, dan 
gold counter, namun tetap dalam pengertian pegadaian yang sebenarnya. 
Akan tetapi, dengan terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan 
menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati 
bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk 
mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang 
dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. 
Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI 
tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep 
syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang 
menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian 
panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah 
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 M. Sulaeman Jajuli, Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam. Jakarta: Deepublish, 
2015, hlm. 181. 
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sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha 
syariah.  
Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi 
modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan 
nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-
kantor Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai 
satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS 
ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya 
dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta 
dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah ( ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan 
Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, 
Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 
2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh 
dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.  
3.1.2 Tujuan, Visi dan Misi 
a. Tujuan 
Memenuhi pertanyaan pasar syariah (masyarakat muslim) dan mengikuti 
perkembangan perekonomian syariah. Serta danya keinginan masyarakat 
untuk berdirinya lembaga gadai Syari’ah dalam bentuk perusahaan, 
mungkin karena umat Islam menghendaki adanya lembaga gadai 
perusahaan yang benar-benar menerapkan prinsip Syari’ah Islam. 
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b. Visi 
Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi 
market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk 
masyarakat menengah kebawah. 
c. Misi 
1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu 
memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah 
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 
2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan 
kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam 
mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan 
utama masyarakat. 
3) Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam 
rangka optimalisasi sumber daya perusahaan. 
3.1.3 Produk-Produk yang Dikembangkan 
Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh mengembangkan 
beberapa produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Adapun 
produk-produk yang dikembangkan adalah sebagai berikut: 
a. MULIA (Murabahah Emas Logam Mulia Investasi Abadi), sejak 2008 adalah 
fasilitas kepemilikan logam mulia emas batangan dari pegadaian kepada 
masyarakat secara cash maupun kredit/dicicil dengan maksimal 36 bulan. 
Akad Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi adalah persetujuan atau 
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kesepakatan yang dibuat bersama antara Pegadaian dan Nasabah atas sejumlah 
pembelian Logam Mulia disertai keuntungan dan biaya-biaya yang disepakati. 
b. AR-RAHN adalah skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi 
kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai syariah dengan barang jaminan 
berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor. Produk 
jasa gadai yang berlandaskan pada prinsi-prinsip Syariah, dimana nasabah 
hanya akan dipungut biaya administrasi dan Ijaroh (biaya jasa simpan dan 
pemeliharaan barang jaminan). Pegadaian Syariah menjawab kebutuhan 
transaksi gadai sesuai Syariah, untuk solusi pendanaan yang Cepat, Praktis, 
dan menentramkan. Melalui hal ini, lembaga pegadaian dapat memamfaatkan 
barang gadaian yang diserahkan oleh Rahn (penggadai) untuk memperoleh 
pendapatan usahanya. Karena barang tersebut bukan miliknya secara 
sempurna. Oleh karena itu, Murtahin harus membagi hasilnya kepada Rahn 
(pemilik barang) sesuai kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. 
c. ARRUM BPKB pegadaian syariah, yaitu produk yang ditawarkan untuk 
pengusaha mikro. ARRUM BPKB dari pegadaian syariah merupakan solusi 
pembiayaan atau pengembangan usaha mikro berprinsip syariah yang mudah 
dengan jaminan BPKB kendaraan nasabah. Ilustrasi proses pelaksanaannya 
adalah misalnya taksiran kendaraan bernilai Rp. 10.000.000 maka uang yang 
bisa dipinjamkan senilai Rp. 7.000.000. sedangkan akad selama 12 bulan yaitu 
angsuran pokok dibagi 12 bulan sama dengan (Rp.7.000.000 : 12 bulan) 
jadinya Rp.583.333 dengan Mu’nah per bulan (Rp.10.000.000 (transaksi 
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kendaraan) x 0,7%) sama dengan Rp.70.000 jadi jumlah angsuran adalah 
Rp.653.333.
4
 
d. ARRUM Haji yaitu memberikan layanan pembiayaan porsi Haji dengan cara 
yang InsyaAllah lebih berkah, mudah dan terencana bekerja sama dengan BNI 
Syariah yang mana nasabah dating ke pegadaian syariah dengan membawa 
dan melakukan akad ARRUM Haji dengan persyaratan yang telah ditentukan. 
 
3.2 Manajemen Pemasaran yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah Unit 
Darussalam Banda Aceh dalam Memasarkan Produknya 
Pelaksanaan gadai syariah merupakan suatu upaya untuk menampung 
keinginan masyarakat khususnya umat muslim yang menginginkan transaksi 
kredit sesuai Syariat Islam. Dengan demikian Pegadaian Syariah memiliki 
perbedaan mendasar dengan pegadaian konvensional dalam pengenaan biaya. 
Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat 
akumulatif dan berlipat ganda, lain halnya dengan biaya di Pegadaian Syariah 
yang tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, 
penjagaan, dan penaksiran. Biaya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali saja. 
Misalnya emas yang digadaikan sebesar 4 gram, maka uang yang harus 
dibayarkan kepada pegadaian syariah per 10 harinya adalah Rp.10.000,- sebagai 
biaya penitipan dan sebagainya. 
Keberadaan Pegadaian Syariah dimaksudkan untuk melayani pasar dan 
masyarakat, yang secara kelembagaan dalam pengelolaan menerapkan manajemen 
modern, yaitu menawarkan kemudahan, kecepatan, keamanan, dan etos hemat 
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dalam penyaluran pinjaman. Karena itu, kalau pegadaian Syariah mengusung 
moto “Mengatasi Masalah Sesuai Syariah”.5 
Implementasi operasi Pegadaian Syariah hampir bermiripan dengan 
Pegadaian konvensional. Seperti halnya Pegadaian konvensional, Pegadaian 
Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. 
Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat 
hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, 
uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama. Begitupun 
untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan 
Surat Bukti Rahn saja dengan waktu proses yang juga singkat. 
Di samping beberapa kemiripan dari beberapa segi, jika ditinjau dari aspek 
landasan konsep; teknik transaksi; dan pendanaan, Pegadaian Syariah memiliki 
ciri tersendiri yang implementasinya sangat berbeda dengan Pegadaian 
konvensional. Lebih jauh tentang ketiga aspek tersebut, dipaparkan dalam uraian 
berikut, adapun yang menjadi teknik dalam transaksi yang sesuai dengan landasan 
konsep di atas, pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan di atas dua akad 
transaksi Syariah yaitu: 
1. Akad Rahn. Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam 
sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan 
memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian 
piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai 
jaminan atas utang nasabah. 
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Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Lembaga Fakultas Ekonomi 
Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, Edisi II, cet. 1, hal. 501-502 
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2. Akad Ijarah. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa 
melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 
atas barangnya sendri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk 
menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah 
melakukan akad. 
Rukun dari akad transaksi tersebut meliputi 
a. Orang yang berakad : 1) Yang berhutang (rahin) dan 2) Yang berpiutang 
(murtahin). 
b. Sighat (ijab qabul) 
c. Harta yang diRahnkan (marhun) 
d. Pinjaman (marhun bih).6 
Dari landasan Syariah tersebut maka mekanisme operasional Pegadaian 
Syariah dapat digambarkan melalui akad Rahn, nasabah menyerahkan barang 
bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang 
telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan 
adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, 
biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. 
Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda 
Aceh mengenakan biaya, sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh 
kedua belah pihak. Pegadaian Syariah akan memperoleh keutungan hanya dari 
biaya sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal 
yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Sehingga di sini dapat dikatakan proses 
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Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Pertama, tahun 
2008, hhn. 131. 
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pinjam meminjam uang hanya sebagai cara untuk menarik minat konsumen untuk 
menyimpan barangnya di Pegadaian. Adapun ketentuan atau persyaratan yang 
menyertai akad tersebut meliputi: 
1) Akad, akad tidak mengandung syarat fasik/bathil seperti murtahin 
mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas. 
2) Marhun Bih (Pinjaman) Pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan 
kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang dirahnkan tersebut, 
serta, pinjaman itu jelas dan tertentu. 
3) Marhun (barang yang di rahnkan). Marhun bisa dijual dan nilainya seimbang 
dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya milik sah penuh dari rahin, 
tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun 
manfaatnya  
4) Jumlah maksimum dana rahn dan nilai likuidasi barang yang dirahnkan serta 
jangka waktu rahn ditetapkan dalam prosedur. 
5) Rahin dibebani jasa manajemen atas barang berupa: biaya asuransi, biaya 
penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan, serta administrasi.
7
 
Untuk dapat memperoleh layanan dari Pegadaian Syariah, Masyarakat 
hanya cukup menyerahkan harta geraknya (emas, berlian, kendaraan, dan lain-
lain) untuk dititipkan disertai dengan copy tanda pengenal. Kemudian staf 
Penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan 
dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan) 
dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan 
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Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam, Cetakan Pertama, Jakarta: 
PT. Raja Grafmdo Persada, 2002, h1m. 111. 
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berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh Perum 
Pegadaian. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 90% 
dari nilai taksiran barang. Setelah melalui tahapan ini, Pegadaian Syariah dan 
nasabah melakukan akad dengan kesepakatan: 
1. Jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama 
maksimum empat bulan. 
2. Nasabah bersedia membayar jasa simpan sebesar Rp 90,- (sembilan puluh 
rupiah) dari kelipatan taksiran Rp 10.000,- per 10 hari yang dibayar 
bersarnaan pada saat melunasi pinjaman. 
3. Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Pegadaian 
pada saat pencairan uang pinjaman.
8
 
Nasabah dalam hal ini pada pegadaian syariah diberikan kelonggaran 
untuk melakukan penebusan barang/pelunasan pinjaman kapan pun sebelum 
jangka waktu empat bulan, mengangsur uang pinjaman dengan membayar terlebih 
dahulu jasa simpan yang sudah berjalan ditambah bea administrasi, atau hanya 
membayar jasa simpannya saja terlebih dahulu jika pada saat jatuh tempo nasabah 
belum mampu melunasi pinjaman uangnya. 
Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi hutang atau hanya membayar 
jasa simpan, maka Pegadaian Syariah melakukan eksekusi barang jaminan dengan 
cara dijual, selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan dan 
pajak merupakan uang kelebihan menjadi hak nasabah. Nasabah diberi 
kesempatan selama satu tahun untuk mengambil uang kelebihan, dan jika dalam 
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satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut, Pegadaian Syariah 
akan menyerahkan uang kelebihan kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS. 
Aspek syariah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja, 
pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah, harus diperoleh dari sumber 
yang benar-benar terbebas dari unsur riba. Dalam hal ini, seluruh kegiatan 
Pegadaian syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah, 
murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang 
dapat dipertanggungjawabkan. Pegadaian juga melakukan kerjasama dengan 
lembaga keuangan syariah lain untuk memback up (menyokong) modal kerja. 
Dari uraian ini dapat dicermati perbedaan yang cukup mendasar dari 
teknik transaksi Pegadaian Syariah dibandingkan dengan Pegadaian konvensional, 
yaitu: 
1. Di Pegadaian konvensional, tambahan yang harus dibayar oleh nasabah 
yang disebut sebagai sewa modal, dihitung dari nilai pinjaman. 
2. Pegadaian konvensional hanya melakukan satu akad perjanjian ; hutang 
piutang dengan jaminan barang bergerak yang jika ditinjau dari aspek 
hukum konvensional, keberadaan barang jaminan dalam gadai bersifat 
acessoir, sehingga Pegadaian konvensional bisa tidak melakukan 
penahanan barang jaminan atau dengan kata lain melakukan sesuai KUHP 
yaitu menggunakan sistem jaminan fidusia. Berbeda dengan Pegadaian 
syariah yang mensyaratkan secara mutlak keberadaan barang jaminan 
untuk membenarkan penarikan bea jasa simpan. 
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Implementasi operasi Pegadaian Syariah hampir bermiripan dengan 
Pegadaian konvensional. Seperti halnya Pegadaian konvensional, Pegadaian 
Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. 
Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat 
hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, 
uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 
15 menit saja). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan 
menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rahn saja dengan waktu proses yang 
juga singkat. 
Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi 
kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan 
prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu Perum Pegadaian bertujuan 
sebagai berikut : 
1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan 
program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada 
umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar 
hukum gadai. 
2. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar 
lainnya. 
3. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jarring 
pengaman social karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi 
dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga. 
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4. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat 
mudah.
9
 
Berdasarakan hasil temuan di lapangan setelah peneliti meniliti di 
Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh mendapatkan hasil bahwa 
produk yang di tawarkan oleh pegadaian unit ini ada beberapa yaitu : MULIA, 
AR-RAHN, ARRUM BPKB serta ARRUM Haji. 
Mayoritasnya nasabah hanya menggunakan produk AR-RAHN saja 
karena transaksinya lebih mudah hanya dengan menggadaikan emas ataupun 
BPKB kendaraan saja. Namun berbicara prosedurnya yang berbasis syariah di sini 
terdapat kejanggalan yaitu tentang biaya pemeliharaan dan sebagainya. Secara 
tidak langsung memberatkan nasabah ketika membayar iurannya 
Sebagaimana pernyataan dari Bapak Andi Nurakmal selaku staf di 
pegadaian Syariah Banda Aceh mengatakan: 
“Salah satu alternatif yang ditawarkan bagi masyarakat yang 
menginginkan tambahan modal ataupun hanya sekedar keluar dari permasalahan 
keuangan untuk membangun dan mengembangkan usahanya adalah dengan 
memanfaatkan jasa pegadaian. Namun bila kita melihat dalam kenyataannya 
pegadaian yang ada saat ini, khususnya di Indonesia dalam praktiknya 
menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan salah satu pihak 
dan mengarah pada suatu persoalan riba. Hal ini dapat dilihat dari praktik 
pelaksanaan gadai itu sendiri yang secara ketat menentukan adanya ujrah gadai 
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Ahmad Supriyadi, Pegadaian Syari’ah, Fima Rodheta Berkerjasama dengan STAIN, 
Kudus, 2010, hlm. 36-42. 
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(jasa), yaitu adanya tambahan sejumlah uang dalam prosentase tertentu dari pokok 
uang pada waktu membayar utang”.10 
Dari pernyataan responden itu dapat dianalisis bahwa produk pegadaian 
yang berbasis syariah secara prosedur tidak mengandung persoalan riba ataupun 
memberatkan nasabah. Akan tetapi, secara praktik di lapangan memberatkan 
nasabah ketika membayar iuran karena adanya tambahan uang yang dikatakan 
adalah uang pemeliharaan atau penjagaan barang dan sebagainya. Bisa dikatakan 
bahwa produk pegadaian yang berbasis syariah ini secara praktiknya mengandung 
persoalan riba. 
 
3.3 Tinjauan Hukum Islam terhadap Manajemen Pemasaran yang 
diterapkan pada Pegadaian Syariah Darussalam Banda Aceh. 
Begitu banyak jalan pintas untuk mendapatkan pinjaman, semua 
menawarkan hasil yang cepat tapi dari segi kehalalannya diragukan. Semua itu 
adalah pilihan, namun hasil yang baik adalah yang halal dan berkah serta di ridhai 
oleh Allah SWT. 
Keadaan setiap orang berbeda, ada yang kaya dan ada yang miskin, padahal 
harta sangat dicintai setiap jiwa. Lalu, terkadang di suatu waktu, seseorang sangat 
membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya yang mendesak. 
Namun dalam keadaan itu, dia pun tidak mendapatkan orang yang bersedekah 
kepadanya atau yang meminjamkan uang kapadanya, juga tidak ada penjamin 
yang menjaminnya. 
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 Hasil Wawancara dengan Bapak Rusdi S.H Selaku  Manager Pegadaian Syariah Banda 
Aceh Pada Tanggal 10 Januari 2017. 
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Hingga ia mendatangi orang lain untuk membeli barang yang 
dibutuhkannya dengan cara berutang sebagaimana yang disepakati kedua belah 
pihak. Bisa jadi pula, dia meminjam darinya dengan ketentuan dia memberikan 
barang gadai sebagai jaminan yang disimpan pada pihak pemberi utang hingga ia 
melunasi utangnya. Oleh karena itu, Allah mensyariatkan ar-rahn (gadai) untuk 
kemaslahatan orang yang menggadaikan (rahin), pemberi utangan (murtahin), dan 
masyarakat. 
Untuk rahin, mendapatkan keuntungan berupa dapat menutupi 
kebutuhannya. Ini tentunya bisa menyelamatkannya dari krisis, menghilangkan 
kegundahan dihatinya serta terkadang ia bisa berdagang dengan modal tersebut, 
yang dengan itu menjadi sebab ia menjadi kaya. Adapun murtahin (pihak pemberi 
utang), dia akan menjadi tenang serta merasa aman atas haknya, dan dia pun 
mendapatkan keuntungan syar'i. Bila ia bemiat baik, maka dia mendapatkan 
pahala dari Allah. 
Adapun kemaslahatan yang kembali kepada masyarakat, yaitu memperluas 
interaksi perdagangan dan saling memberikan kecintaan dan kasih sayang di 
antara manusia, karena ini termasuk tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa. 
Terdapat manfaat yang menjadi solusi dalam krisis, memperkecil permusuhan, 
dan melapangkan penguasa. 
Setiap sistem hukum mempunyai asas dan prinsip yang menjadi dasar dan 
tumpuan hukum itu. Dan dengan prinsip itu, dapatlah dikaji apakah suatu hukum 
itu kuat atau atau lemah dasarnya, berat atau ringan pelaksanaanya, bisa tetap 
dipertahankan atau tidaknya, dan apakah hukum itu sesuai atau tidaknya, dan 
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apakah hukum itu sesuai dengan keinginan masyarakat, sehingga diterima atau 
ditolak oleh masyarakat yang terkena pemberlakuan hukum tersebut. 
Fakta sejarah telah menunjukkan, bahwa Islam mempunyai daya tarik 
yang kuat, sehingga dalam waktu yang singkat hukum Islam dapat diterima oleh 
sebagian umat manusia atas dasar keimanan, bukan karena paksaan. Hal demikian 
itu tiada lain karena hukum Islam mempunyai asas dan prinsip yang mendorong 
manusia untuk menggunakan akal pikirannya, dan untuk mengisi hidupnya 
dengan amalan-amalan yang baik dan berguna, serta sejalan dengan fitrah 
manusia yang sehat.
11
 
Dalam pelaksanaannya, adanya prinsip-prinsip yang menimbulkan hal-hal 
sebagai berikut yang kemudian menjadi ciri dalam Hukum Islam yang diterapkan  
dalam Pegadaian Syariah yaitu : 
1. Pemilikan oleh karena manusia itu berfungsi sebagai khalifah yang 
berkewajiban untuk mengelola alam ini guna kepentingan umat manusia maka 
ia berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya alam. 
2. Atau dijadikan untuk suatu perusahaan swasta, atau ikut ambil bagian dari 
modal yang ditawarkan untuk investasi. Bisa saja perusahaan memberi 
keuntungan, bahkan mungkin kerugian. 
3. Pelaksanaan perintah untuk berlomba-lomba berbuat baik. Ini dapat 
dimengerti dalam dua hal. Pertama berbuat baik atau amal saleh, dan kedua 
perbaikan mutu kualitas. 
4. Thaharah atau sesuci, kebersihan. Tidak hanya individu, tetapi juga 
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Muhammad Sallam Madkur, Al-Madkul Lil Fiqh Al-Islaini, (Cairo Dar an- Nahadh Al-
`Arabiyah, 1960), hhn. 12-13. 
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masyarakat, pemerintah, perusahaan diwajibkan menjaga kebersihan. Karena 
setiap gerakan memerlukan sebagai masukan antara lain energi, maka sewaktu 
ia bergerak ia mengeluarkan kotoran yang harus dibuang. 
5. Produk barang dan jasa harus halal. Baik cara memperoleh input, 
penggolahannya dan outputnya harus dapat dibuktikan halal.  
6. Keseimbangan. Allah tidak menghendaki seseorang menghabiskan tenaga dan 
waktunya untuk beribadah dalam arti sempit, akan tetapi juga mengusahakan 
kehidupannya di dunia.
12
 
Gadai (rahn) di Perum Pegadaian Syariah diimplementasikan dengan 
adanya fasilitas Rahn, yaitu produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-
prinsip syariah, di mana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan 
ijarah (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan). Pegadaian Syariah 
menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai Syariah, untuk solusi pendanaan yang 
sebagai berikut : 
1. Cepat dan Praktis, karena tidak perlu membuka rekening ataupun prosedur 
lain yang memberatkan. Konsumen cukup membawa barang-barang berharga 
milik pribadi, saat itu juga konsumen akan mendapatkan dana yang 
dibutuhkan dengan jangka waktu hingga 120 hari dan dapat dilunasi sewaktu-
waktu. Jika masa jatuh tempo tiba dan konsumen masih memerlukan dana 
pinjaman tersebut, maka pinjaman dapat diperpanjang hanya dengan 
membayar sewa simpan dan pemeliharaan serta biaya administrasi. 
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Eko Suprayitno, Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional, 
(Jakarta: Graha 11mu, 2005), h1m. 4. 
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2. Menentramkan, karena sumber dana Pegadaian Syariah berasal dari sumber 
yang sesuai dengan syariah, proses gadai berlandaskan prinsip syariah, serta 
didukung oleh petugas-petugas dan outlet dengan nuansa Islami sehingga 
lebih syar'i dan menentramkan.
13
 
Hasil wawancara dengan salah satu nasabah di Pegadaian Syariah Unit 
Darussalam Banda Aceh yang bernama Putri Nazriani, ia mengatakan bahwa: 
“Mengenai hal dalam pelaksanaannya, ia menggungkapkan lebih tertarik 
datang ke Pegadaian Syariah daripada peminjaman alternatif lain seperti bank. Ia 
menjelaskan prosesnya tidak lama hanya 10 menit akan selesai, bila kantor 
Pegadaian yang didatanginya belum banyak nasabah (rahin).14 
Sehubungan dengan hal yang dibahas di atas tersebut, pada kantor 
pegadaian syariah Banda Aceh yang beroperasi sejak tahun 2003 yang telah 
dikonversikan dari pegadaian konvensional menjadi pegadaian syariah yang 
sistem operasinya didukung oleh keinginan masyarakat Aceh untuk lebih 
mensyariatkan sistem ekonomi yang lebih Islami. Di mana Nanggroe Aceh 
Darussalam khususnya Banda Aceh menerapkan syariat Islam, yang merasakan 
kenyamanan dan merasa tidak berbuat dosa jika lebih memilih kegiatan yang 
lebih disarankan oleh ajaran syariat Islam, sehingga akan membawakan hasil yang 
halal dan mendapatkan keberkahan hasil dari Allah SWT. 
Sejalan dengan hal tersebut di atas apapun yang dilakukan harus sesuai 
anjuran dalam syariat Islam, khususnya bagi yang umat Islam yang taat dan yang 
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Http://Www.Ekomarwanto.Com/201 1/11/ Penerapan Teori dan Aplikasi Pegadaian. 
Html. Diakses Tgl 19 Mei 2012. 
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Hasil wawancara dengan Putri Nazriani Selaku Nazabah pada Pegadaian Syariah Unit 
Darussalam Banda Aceh padaTanggal 22 Juli 2016. 
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takut akan berbuat dosa akan sangat hati-hati dalam memilih apapun itu, baik 
mulai dari lembaga penyimpanan uang hingga lembaga peminjaman uang. Hal 
tersebutlah yang mendorong minat masyarakat untuk memilih pegadaian syariah 
sebagai jalan keluar yang menentramkan hati karena diketahui bahwa pegadaian 
syariah menerapkan prinsip syariah yaitu prinsip rahn. 
Adapun landasan teorinya adalah dapat dirujuk dari pendapat yang 
didasarkan kepada hadist Nabi riwayat Al- Syafl'i dan AlDarul quthni dari 
Muswiyah bin Abdullah bin Jafar. “Ia (pemilik barang gadai) berhak menikmati 
hasilnya dan wajib memikul bebannya (beban pemeliharaannya)”. Dari tempat 
lain terdapat penjelasan bahwa apabila barang jaminan itu diizinkan untuk diambil 
manfaatnya selama digadaikan, maka pihak yang memanfaatkannya itu 
berkewajiban membiayainya. Hal ini sesuai dengan hadist Rasullulah SAW: Dari 
Abu Hurairah, berkata, sabda Rasullulah SAW: “Punggung (binatang) apabila 
digadaikan, boleh dinaiki asal dibiayai, dan susu yang diperah apabila digadaikan, 
boleh juga diminum asal dibiayai, dan orang yang menaiki dan meminum itulah 
yang wajib membiayai.”(HR. Al-Bukhari). 
Kemunculan lembaga syariah khusunya Pegadaian Syariah sebagai 
Lembaga Keuangan Non-Bank yang merupakan unit usaha syariah (UUS) dari 
Pegadaian memiliki tantangan besar dalam usaha pengembangannya. 
Sebagaimana diungkapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di mana meskipun 
Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, namun produk atau 
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lembaga keuangan berbasis syariah masih belum dapat optimal.
15 
Selain karena 
faktor ekonomi, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang esensi syariah pada 
keuangan syariah juga menjadi salah satu kendala dalam upaya mengembangkan 
industri keuangan syariah terutama pads Industri Keuangan Non Bank (IKNB).
16
 
Masih banyaknya potensi nasabah yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan 
syariah menjadi tantangan tersendiri bagi manajemen Pegadaian Syariah dalam 
memperluas pasar. 
Tidak semua orang memiliki kepercayaan untuk memberikan pinjaman 
kepada pihak lain. Untuk membangun suatu kepercayaan, biasanya diperlukan 
adanya bukti jaminan (rahn) yang dapat dijadikan pegangan ketika melakukan 
transaksi secara tunai.
17 
Dasar hukum yang menjadi landasan gadai Syariah adalah 
ayat-ayat Alquran, hadis Nabi Muhammad saw, ijma' ulama, dan Fatwa MUI.
18
 
Dalam firman Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah ayat 283 dijelaskan 
sebagai berikut: 
ۗ
ۗۗۗ
ؑ
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Dani Jumadil Akhir, "OJK: Setengah Mati Tembus Pasar Keuangan Syariah 5%" 
Http://economy.okezone.com diakses pads Jumat, 4 September 2015, pkl. 15:30 WIB. 
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Ichsan Emrald Alamsyah, "Pemerintah Diminta Serius Kembangkan IKNB Syariah" 
Http://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi diakses pads Jumat, 4 September 2015, pkl 
20:45 WIB. 
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Burhanuddin S. Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: Graha Ilmu 
Edisi Pertama, 20 1 O,hIm. 134. 
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 Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak 
mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang 
dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah 
dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan 
kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor 
(berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah: 
83)
19
 
 
Syaikh Muhammad Ali As-Sayis mengatakan sebagaimana dikutip oleh 
Zainuddin Ali dalam bukunya yang berjudul “Hukum Gadai Syariah” ia 
memberikan pendapat, bahwa ayat Al-Qur’an di atas adalah petunjuk untuk 
menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi 
utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cars 
menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (rahn).
20
 
 
Di sisi lain, Hadits Nabi Muhammad saw. Juga menjelaskan tentang gadai 
ialah: 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan, (Surakarta: Ziyad Books, 
2009), hlm. 12. 
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Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, hlm. 5. 
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 Shahih Imam muslim, Kumpulan Hadits-hadist Shahih, juz 5, (Jakarta: Salemba, 2000), 
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Artinya: Bersumber dari Aisyah r.a. berkata: Rasulullah saw. Pernah membeli 
makanan dari seorang Yahudi dan menggadaikan baju besi beliau 
kepada Yahudi tadi. (HR. Muslim).
22
 
 
Kesimpulan Hadits ini memberikan makna bahwa transaksi gadai sesuai 
yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah saw dan Hadist ini menerangkan  bahwa 
boleh bermuamalah dengan orang-orang kafir dan hal itu bukan termasuk 
perbuatan yang dilarang. Di dalam hadis ini tidak terkandung dalil pembolehan 
menjual senjata kepada orang-orang kafir, karena baju besi bukan termasuk 
senjata, dan gadai juga bukan termasuk jual beli. Membolehkan bermuamalah 
baik dengan muslim maupun kafir. Pernyataan ini diakui oleh Sasli Rais 
“Pegadaian Syariah” yaitu boleh bermuamalah dengan orang-orang kafir dan 
bahwa sehubungan dengannya.
23
 
Dalam pelaksanaan khususnya Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda 
Aceh, Muhibban selaku staf pada Pegadaian Syariah Cabang Darussalamm Banda 
Aceh mengungkapkan bahwa: 
“Pelaksanaan dari prinsip gadai syariah (rahn) adalah tidak menggunakan 
sistem bunga, namun lebih menggunakan biaya jasa, sebagai penerimaan dan 
labanya, dengan adanya biaya jasa itu paling tidak dapat menutupi seluruh biaya 
yang dikeluarkan dalam operasionalnya. Oleh karena itu, untuk menghindari 
adanya unsur riba (bunga) dalam gadai syariah serta dalam usahanya 
                                                 
22
Adib Bisri Musthofa, Terjemahan Shahih Muslim, Juz. III, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 
1993, hlm. 135. 
 
23
Sasli Rais, Pegaadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional, Jakarta: Universitas 
Indonesia, 2005, hlm. 41. 
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pembentukan laba, maka gadai syariah dalam pelaksanaannya menjalankan sesuai 
dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu: 
1. Akad Rahn. Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam 
sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan 
memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian 
piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai 
jaminan atas utang nasabah. 
2. Akad Ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa 
melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan 
kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi 
Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik 
nasabah yang telah melakukan akad”.24 
Dengan berjalannya hal tersebut di atas maka hak dan kewajiban rahin dan 
murtahin. Dalam keadaan normal hak dari rahin setelah melaksanakan 
kewajibannya adalah menerima uang pinjaman dalam jumlah yang sesuai dengan 
yang disepakati dalam batas nilai jaminannya, sedangkan kewajiban rahin adalah 
menyerahkan barang jaminan yang nilainya cukup untuk jumlah hutang yang 
dikehendaki. 
Sebaliknya hak dari murtahin adalah menerima barang jaminan dengan 
nilai yang aman untuk uang yang akan dipinjamkannya. Sedangkan kewajibannya 
adalah menyerahkan uang pinjaman sesuai dengan yang disepakati bersama 
Setelah jatuh tempo, rahin berhak menerima barang yang menjadi tanggungan 
                                                 
24
 Hasil Wawancara dengan Bapak Muhibban Selaku Salah Satu Staf di Pegadaian 
Syariah Unit Darussalam Banda Aceh pada tanggal 22 Juli 2016. 
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hutangnya dan berkewajiban membayar kembali hutangnya dengan sejumlah uang 
yang diterima pada awal perjanjian hutang. Sebaliknya murtahin berhak 
menerima pembayaran hutang sejumlah uang yang diberikan pada awal perjanjian 
hutang, sedangkan kewajibannya adalah menyerahkan barang yang menjadi 
tanggungan hutang rahin secara utuh tanpa cacat.
25
 
Di atas hak dan kewajiban tersebut di atas, kewajiban murtahin adalah 
memelihara barang jaminan yang dipercayakan kepadanya sebagai barang 
amanah, sedang haknya adalah menerima biaya pemeliharaan dari rahin. 
Sebaliknya rahin berkewajiban membayar biaya pemeliharaan yang dikeluarkan 
murtahin, sedang haknya adalah menerima barang yang menjadi tanggungan 
hutang dalam keadaan utuh. 
Maka peneliti dapat menganalisa bahwa secara prosedur pelaksanaan 
gadai yang terjadi di Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh sesuai 
dengan kaedah Islam yang diberlakukan di pegadaian ini.  Walaupun ada 
beberapa nasabah yang merasa dirugikan dalam produk pemasaran pegadaian 
syariah yaitu Gadai  Emas dan AR-RAHN dengan adanya biaya Ujrah yang tidak 
sesuai dengan uang yang dipinjamkan. Serta dapat berakibat kurangnya 
kepercayaan dari Murtahin kepada pegadaian yang berbasis syariah. 
                                                 
25
 Http://Www.Ekomarwanto.Com/2011/11/ Penerapan Teori dan Aplikasi Pegadaian. 
Html. Diakses Tgl 19 Mai 2012. 
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BAB EMPAT 
PENUTUP 
Setelah dilakukan penguraian permasalahan ini secara terperinci, maka dalam 
bab penutup ini penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan dari pembahasan 
yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Kemudian dalam bab ini, penulis 
mengajukan beberapa saran yang berhubungan dengan pembahasan masalah ini. 
Adapun kesimpulan dan saran-sarannya adalah: 
4.1 Kesimpulan 
1. Manajemen pemasaran yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah Unit 
Darussalam Banda Aceh mengandung produk untuk dipasarkan yaitu 
MULIA, AR-RAHN, ARRUM BPKB serta ARRUM Haji. Namun 
mayoritasnya nasabah hanya menggunakan produk AR-RAHN karena 
transaksinya lebih mudah hanya dengan menggadaikan emas ataupun BPKB 
kendaraan saja. Namun berbicara prosedurnya yang berbasis syariah di sini 
terdapat kejanggalan yaitu tentang biaya pemeliharaan dan sebagainya. Secara 
tidak langsung memberatkan nasabah ketika membayar iurannya. 
2. Tinjauan hukum Islam terhadap manajemen pemasaran yang diterapkan pada 
Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh yaitu secara prosedur 
pelaksanaan gadai yang terjadi di Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda 
Aceh sesuai dengan kaedah Islam yang diberlakukan di pegadaian ini.  
Walaupun ada beberapa nasabah yang merasa dirugikan dalam produk 
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pemasaran pegadaian syariah yaitu Gadai Emas dan AR-RAHN dengan 
adanya biaya Ujrah yang tidak sesuai dengan uang yang dipinjamkan. Serta 
dapat berakibat kurangnya kepercayaan dari Murtahin kepada pegadaian yang 
berbasis syariah. Akan tetapi,  secara menyeluruh prosedurnya sudah sejalan 
dengan syariat atau hukum Islam. 
 
4.2 Saran-Saran 
1. Diharapkan kepada Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh agar 
dapat memberlakukan sepenuhnya sistem syariah pada semua produk yang 
dipasarkan agar terhindar dari kurang percayanya nasabah kepada pegadaian 
yang berbasis syariah karena secara praktiknya mengandung unsur riba. 
2. Diharapkan kepada seluruh mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN 
Ar-Raniry Banda Aceh agar dapat mempelajari ilmu pemasaran dengan baik, 
karena dengan mengetahui konsep pemasaran, maka keberhasilan dalam 
proses pembelian dan penjualan barang dan jasa dapat dilakukan sesuai 
dengan ajaran Islam, apalagi telah menggariskan konsep-konsep jual beli 
dengan proporsional. 
3. Kepada seluruh warga masyarakat agar senantiasa menggunakan manajemen 
pemasaran yang baik dalam melakukan usaha jual beli agar tidak keluar dari 
ketentuan yang telah digariskan hukum Islam tentang tata cara melaksanakan 
jual beli. Apalagi jual beli merupakan perbuatan yang sangat dekat perbuatan 
riba yang mengharamkan seluruh harta benda yang dimiliki seseorang. 
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Pedoman Wawancara 
1. Apa saja produk yang dipasarkan di Pegadaian Syariah Unit Darussalam ini? 
2. Biasanya, produk yang mana yang sering di pakai oleh nasabah? 
3. Dalam memasarkan produknya, biasanya berbasis syariah, karena ini pegadaian syariah, 
apakah dalam menjalankannya sudah berbasis syariah? 
4. Bagaimana manajemen pemasaran yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah Unit 
Darussalam Banda Aceh dalam memasarkan produknya? 
5. Menurut bapak, apakah produk yang dipasarkan sudah sesuai dengan SOP berbasis 
syariah? 
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